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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad S es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D de (dengan titik di bawah) 
ط Ta T te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‟). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا Fathah a a 
َ ا Kasrah i i 
َ ا Dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
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Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
 
 َتْو  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
 َحْناَ ة  ً ْك  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
 
 َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
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Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه فْن ا : al-falsafah 
 
 َد  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
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8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 
maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
َ 
ٰ للا نْي  د diinullah َ ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
 xv 
 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt  = subhanallahu wata’ala 
saw  = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a  = radiallahu ‘anhu 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
UUD  = Undang Undang Dasar 
UU   = Undang-Undang 
Pemda  = Pemerintahan Daerah 
DPRD  = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan 
daerah terhadap pelestarian komunitas Bissu di Desa Bontomatene, Kecamatan 
Segeri – Kabupaten Pangkep, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang 
terdapat pada pasal 31 ayat 2 poin f. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan; fenomenologi, sosio-yuridis, yuridis-normatif dimaksudkan untuk 
menelusuri alasan yang dipakai dalam pengelolaan pemerintahan daerah 
Kabupaten Pangkep melestarikan komunitas Bissu berdasarkan norma-norma 
hukum yang berlaku dan melihat realitas kehidupan masyarakat Desa 
Bontomatene dalam menjaga tradisi komunitas Bissu. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah Kepala Pemerintah Daerah (Bupati), Ketua DPRD, Sekretaris 
Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan tokoh 
masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan penulusuran referensi. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan ada tiga tahap, yaitu: reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, bahwa pengelolaan 
pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep dalam melestarikan Komunitas Bissu di 
Desa Bontomatene – Kecamatan Segeri belum signifikan melestarikan 
kebudayaan yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Hal ini terjadi karena 
tidak ada pembahasan secara khusus tentang komunitas Bissu dalam Peraturan 
Daerah di Kabupaten Pangkep. 
Adapun Implikasi dalam penelitian ini yaitu, pemerintah daerah dan 
DPRD dapat membuat rancangan peraturan daerah tentang komunitas Bissu di 
Kabupaten Pangkep, sehingga Bissu tetap menjaga tradisi-tradisi yang dipercaya 
dan dapat mentransformasikan ilmu dan pengetahuan mengenai tradisi kepada 
generasi muda. Dan masyarakat di Kabupaten Pangkep turut serta dalam menjaga 
dan melestarikan komunitas Bissu. 
 
Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemda Pangkep, Pelestarian Komunitas Bissu 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara kepulauan dihuni oleh bermacam-macam suku, 
agama, ras, adat dan kebudayaan yang berbeda. Budaya merupakan identitas dari 
suatu kelompok bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang 
dihasilkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Setiap daerah memiliki 
kebudayaan, adat istiadat dan nilai-nilai leluhur yang bersifat turun menurun 
dengan ribuan hukum adat yang dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan 
agama. 
Sebagai negara yang berpenduduk padat, tantangan bagi pemerintah di 
Indonesia baik di pusat maupun di daerah cukup besar yaitu seberapa jauh mereka 
mampu mempraktekkan tata pemerintahan yang baik (good governance) terhadap 
rakyatnya yakni menggunakan kearifan lokal(adat istiadat)dalam praktek 
pemerintahan. 
Komunitas adat atau sering disebut masyarakat tradisional yang dimaksud 
adalah komunitas masyarakat tradisional yang terasingkan dari kehidupan 
modernitas secara umum, karena terikat pada nilai-nilai leluhur dan kepercayaan 
mereka masing-masing. 
Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia 
dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, disana 
juga ada kebudayaan karena kebudayaan merupakan ciptaan masyarakat, yaitu 
manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. 
Salah satu komunitas adat di Sulawesi Selatan adalah komunitas adat 
Bissu di Kabupaten Pangkep, secara turun menurun hidup mendiami Kampung 
Bontomate‟ne Kecamatan Segeri yang jaraknya sekitar 70 km arah utara kota 
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Makassar. Untuk mencapainya, dapat ditempuh dengan melalui jalur trans-
Sulawesi yaitu jalan darat dari Makassar ke Manado. 
Komunitas Bissu telah lama mendiami di Kabupaten Pangkep yaitu 
sebelum masuknya ajaran agama Islam (pra-Islam) di daerah tersebut. Komunitas 
Bissu sebagai salah satu budaya Bugis silam yang masih bertahan saat ini. Sistem 
kepercayaan Bugis di masa silam itu dijalankan sesuai dengan konsep dewa 
tertinggi atau To Palanroe. Sistem kepercayaan ini disebut Atturiolong, yang 
secara harfiah mengikuti tata cara leluhur. 
Di antara kekayaan khasanah budaya Bugis yang kajiannya belum banyak 
ditampilkan adalah Bissu. Padahal keberhasilan komunitas Bissu melintasi titian 
waktu yang penuh dengan peristiwa yang mengguncangkan eksistensi telah 
dialami oleh komunitas Bissu, namun tidak menjadikan komunitas tersebut 
musnah secara keseluruhan akan tetapi Bissu memiliki keahlian beradaptasi 
dengan perubahan zaman yang cepat. 
Meski komunitas Bissu dapat beradaptasidi zamansekarang ini, Bissu telah 
mengalami kemunduran eksistensinya disebabkan kurangnya peran lembaga 
pemerintah setempatdalam melestarikan komunitas tersebut. 
Oleh karena itu, hukum sebagai kategori serupa dengan keadilan, 
pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya 
benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu 
akan keadilan, yang dianggap secara psikologios adalah kerinduan abadi manusia 
seakan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan 
karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan 
„keadilan‟. 
Hukum sebagai sistem, sistem hukum adalah sebuah sistem norma hukum. 
Sejumlah norma membentuk sebuah kesatuan, sebuah sistem, kelompok, jika 
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keabsahan norma tersebut bisa diruntu kembali sampai ke sebuah norma tunggal 
yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar sebagai sumber umum ini 
menyatukan bermacam-macam norma yang berbentuk sebuah sistem. Bahwa 
sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta 
bahwa keabsahan norma bisa dirunut kembali sampai ke norma dasar yang 
menyusun sebuah sistem. 
Selain itu, keberadaan negara yang pada dasarnya mewadahi seluruh 
keberadaan masyarakatnya seperti masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat 
seharusnya tidak dapat diubah dalam tatanan adat yang telah dianutnya. 
Keberadaan masyarakat adat dengan tatanan tradisionalnya dapat bersinergi 
dengan sistem kenegaraan. Negara seharusnya melakukan perlindungan khusus, 
sebaliknya kehadiran masyarakat adat ditengah-tengah negara harus tetap berada 
dalam jalur kesatuan. 
Seperti dikemukakan oleh para ahli, sudah menjadi kenyataan yang 
berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi 
sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap 
dan pemerintahan yang berdaulat.1 Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak 
mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk 
menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun 
kedua syarat wilayah (territory) dan rakyat telah dipenuhi, namun apabila 
pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat rasional, 
belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu negara yang merdeka. 
                                                          
1Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: 
PSHTN-FHUI, 1983), h. 291. 
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Rakyat (people) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam 
hubungannya dengan negara disebut warga negara (citizen). Warga negara secara 
sendiri-sendiri merupakan subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban 
terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui 
(recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected) 
dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled) oleh negara. 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri 
memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga 
negara Republik Indonesia. Artinya UUD 1945 juga menjamin perlindungan bagi 
setiap penduduk tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. 
Misalnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini 
menunjukkan bahwa negara menjamin akan memberikan perlindungan dalam 
masalah agama terhadap setiap orang yang ada di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Sejalan hal tersebut, kedudukan komunitas adat yang berada di negara 
Indonesia telah tercantum secara konstitusi dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
Undang-undang**”. Dengan demikian negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan komunitas adat yang masih hidup di dalam masyarakat. 
Sehingga komunitas adat memiliki kesempatan untuk memiliki dan melestarikan 
adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
5 
 
 
Dalam rangka peran Pemerintahan Daerah dalam melestarikan komunitas 
adat telah di amanahkan didalam Pasal 31 ayat (2f) UU No. 23 Tahun 2014 
menyatakan “Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah”. 
Dalam landasan Undang-undang tersebut sebagai amanah terhadap pemerintah 
setempat untuk menyadari peran dan tugasnya untuk menjaga, melindungi dan 
melestarikan kearifan lokal yang berada dalam kepercayaan leluhur komunitas 
Bissu. 
Akan tetapi, ketika pemimpin komunitas Bissu, Puang Matowa yang 
terakhir meninggal, para Bissu terpencar-pencar seperti kehilangan induknya. 
Sekali setahun, komunitas Bissu kembali untuk melaksanakan upacara. Namun 
undang-undang negara memaksa untuk menyerahkan tanah-sawah adat yang 
menjadi sumber biaya hidup dan upacara komunitas Bissu kepada negara. Belum 
lagi program parawisata yang mendesak mereka untuk merubah kesakralan 
upacara komunitas bissu yang melakukan sebagai komoditas tontonan  untuk 
dijual. 
Komunitas Bissu yang semakin berkurang ini berada dalam ambang antara 
ada dan tiada. Dikatakan ada karena sesekali komunitasnya masih menghendaki 
dan memandang perlu untuk mengedepankannya, terutama yang dengan bertalian 
dengan upacara. Dikatakan tiada karena masyarakat yang semula menopang 
keberadaannya kemudian meninggalkannya karena berbagai sebab. Kedudukan, 
fungsi dan kualitas Bissu makin menyusut dari hari ke hari. Sementara itu minat 
generasi baru yang mau berpartisipasi melestarikan budaya Bissu tidak ada lagi. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul skripsi 
tentang Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas 
Bissu Di Kabupaten Pangkep (Telaah Atas Hukum Ketatanegaraan Islam) 
guna mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah dan kepedulian 
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masyarakat dalam pelestarian komunitas Bissu yang telah diamanahkan didalam 
undang-undang. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok 
permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam peneletian ini adalah 
bagaimana peranan pemerintah dalam melestarikan komunitas Bissu di Kabupaten 
Pangkep sesuai amanah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan 
kepedulian masyarakat Kabupaten Pangkep terhadap komunitas Bissu. 
Berdasarkan fokus perhatian diatas, maka dalam penelitian ini penulis 
mengungkapkan beberapa sub permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pangkep terhadap pelestarian 
Komunitas Bissu? 
2. Bagaimana eksistensi komunitas Bissu menurut sistem ketatanegaraan 
Islam? 
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Komunitas Bissu? 
 
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian 
Adapun Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian yaitu, sebagai berikut: 
1. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa variabel 
yang dianggap penting: 
a. Efektivitas adalah ketepat gunaan; hasil guna; menunjang tujuan.2 
b. Peranan adalah fungsi; kedudukan; bagian kedudukan.3 
                                                          
2Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap (Surabaya: Gitamedia Press. 
2006), h. 100. 
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c. Pemerintahan Daerah adalah produk hukum positif yang memiliki peran 
dan tanggung jawab untuk mengelola di daerah masing-masing terdapat 
komunitas adat, sesuai undang-undang yang telah diamanahkan pada Pasal 
31 ayat (2f) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
“Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah”.4 
d. Bissu adalahWadam (Wanita-Adam) atau wanita dari kalangan bangsawan 
tinggi. Para bissu adalah figur femenim dengan wajah yang licin seperti 
seorang kasim. Mereka adalah lelaki yang keadaan jasmaniahnya 
abnormal. Mereka senang mengenakan pakaian feminim dalam kehidupan 
sehari-hari. Ini juga merupakan kebiasaan para Wandu yakni laki-laki dari 
keadaan jasmaniah yang serupa, tetapi belum menjadi Bissu.5 
e. Telaah adalah penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian.6 
f. Hukum adalahketentuan sosial yang mengelola perilaku mutual antar 
manusia yaitu ketentuan mengenai serangkaian peraturan yang mengelola 
perilaku tertentu manusia “norma” hukum ialah ketentuan.7 
g. Ketatanegaraan Islam atau Siyasah Syar’iyah adalah sebagai hukum yang 
mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai 
dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi 
                                                                                                                                                               
3Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap (Surabaya: Gitamedia Press. 
2006), h. 367. 
4Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah” www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-
nomor-23-tahun-2014-4893  (25 Maret 2017), h. 24. 
5Halilintar Lathief, Bissu; Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis (Cet. I; 
Depok: Desantra, 2004), h. 1. 
6Kamus Bahasa Indonesia. “Telaah”, official website Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Online. http://kbbi.site/telaah/ (25 Maret 2017). 
7Pengertian Hukum menurut Hans Kalsen. 
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terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut 
tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur‟an maupun Al-Sunah.8 
 
2. Fokus Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, judul skripsi ini 
mengembangkan sejauh mana peran pemerintah dalam melakukan pelestarian 
komunitas Bissu. 
 
D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah 
Terhadap Komunitas Bissu Di Kabupaten Pangkep (Telaah Atas Hukum 
Ketatanegaraan Islam)”. Adapun literatur yang berkaitan dengan permasalahan 
tersebut diantaranya sebagai berikut: 
1. Hans Kelsen dalam bukunya Pengantar Teori Hukum menjelaskan tentang 
Pure Theory of Law adalah teori hukum positif, hanya teori hukum positif 
dan bukan tentang sistem hukum tertentu. Karena Pure Theory of Law 
menggolongkan dirinya sebagai teori hukum „murni‟ dan mengarahkan 
kognisi pada hukum itu sendiri. Yaitu, Pure Theory membebaskan ilmu 
hukum dari semua elemen asing. 
2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Bukunya Pengantar Ilmu Hukum 
Tata Negara Jilid I dan II menjelaskan tentanghukum tata negara pada 
umumnya sebagai satu cabang ilmu pengetahuan hukum. Pada jilid I 
belum membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dalam hukum tata negara 
seperti konsep pembatasan kekuasaan dan implikasinya terhadap struktur 
kekuasaan yang biasanya dibagi dalam cabang-cabang legislatif, eksekutif 
                                                          
8Abdurrahman taj, Al-Siyasah Al-Syar’iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami, (Mesir: Mathba‟ah Dar 
Al-Ta‟lif, 1993), h. 10. 
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dan yudisial. Sedangkan pada jilid II telah mengarah pada studi yang lebih 
mendalam mengenai materi ilmu hukum tata negara itu. 
3. H. Munawir Sjadzali, M.A. dalam bukunya Islam dan Tata Negara; 
ajaran, sejarah dan pemikiran menjelaskan tentang hendaknya kita umat 
Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila ini sebagai sasaran akhir dari aspirasi politik kita, dan bukan 
sekedar sasaran antara satu batu loncatan ke arah sasaran yang lain. 
4. Soerjono Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia menjelaskan 
tentang hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses 
interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk 
mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai 
a system of stabilized interactional expectancies, hukum adat tetap 
berfungsi secara efektif dalam mengatur bagian terbesar dalam aspek 
kehidupan masyarakat. 
5. M. Farrid W. Makkulau dalam bukunya Manusia Bissu menjelaskan 
tentang Bissu sama dengan waria pada umumnya. Bissu berasal dari kata 
„bessi‟ atau „mabessi‟, yang berarti bersih, suci, tidak kotor, karena mereka 
tidak berpayudara dan tidak mengalami menstruasi. Selain waria, ada pula 
Bissu perempuan, yaitu mereka yang menjadi Bissu setelah mengalami 
masa tidak subur lagi atau menopause. 
6. Halilintar Lathief dalam bukunya Bissu; Pergulatan dan Peranannya di 
Masyarakat Bugis menjelaskan tentang sebagai anggota masyarakat Bissu 
perlu mendapat penghargaan seperti anggota masyarakat yang lain, mereka 
tidak boleh diremehkan, apalagi dibasmi. Profesi sebagai Bissu juga perlu 
dibedakan dengan profesi waria di Sulawesi Selatan. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Ada pun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Pangkep terhadap 
pelestarian komunitas Bissu. 
b. Untuk mengetahui eksistensi komunitas Bissu menurut sistem 
ketatanegaraan. 
c. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat saat ini terhadap komunitas 
Bissu. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Kegunaan Teoritis 
Karya tulis ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pengetahuan 
dan ilmu hukum di bidang hukum adat dan hukum tatanegara yang dapat 
menjadi bahan refrensi bagi kalangan akademis yang ingin mengetahui lebih 
dalam tentang hukum adat pada komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep. 
b. Kegunaan Praktis 
Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
kepada para praktisi hukum sehingga komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep 
dibuatkan regulasi hukum formiil sebagai Peraturan Daerah di Kabupaten 
Pangkep membahas secara khusus Komunitas Bissu. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pengertian Bissu 
Bissu, konon berasal dari kata biksu. Pendapat terkenal yang dilontarkan 
oleh almarhum Fachruddin Ambo Enre ini menciptakan persepsi bahwa agama 
Budha pernah masuk ke Sulawesi purba dan mendapatkan tempat yang cukup 
signifikan. Akan tetapi, jejak Hindu-Budha di Sulawesi Selatan ternyata tidak kuat 
menancap sebagaimana jejak kedua agama ini di kebudayaan Jawa maupun Bali.9 
Ada pula pendapat yang meyakininya bahwa Bissu berasal dari kata bahsa 
Bugis yaknibessi atau mabessi yang berarti suci, bersih, tidak kotor, tidak 
berpayudara dan tidak menstruasi. Dalam budaya bugis silam, Bissu mempunyai 
kedudukan yang sangat terhormat dan disegani, sebagai penyambung lidah raja 
dan rakyat.10 
Jadi pengertian Bissu secara umum adalah kaum pendeta Bugis kuno yang 
berpenampilan feminim dan bissu memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi 
dengan para dewata dan berkomunikasi antara sesama mereka. 
Sesuai pengertian Bissu diatas, maka untuk menjadi Bissu memiliki 
persyaratan sebelumnya harus berasal dari waria (laki-laki dengan sifat dan 
tingkah laku perempuan yang lebih menonjol), panggilan spritual “alami” dan 
ketekunan mendalami ilmu kebissuan. Setelah seseorang telah menjalani masa 
magang di Puang Matowa11 Bissu dan dianggap telah sempurna ilmu 
kebissuannya, maka seseorang Bissu diwajibkan untuk selalu menjaga tutur kata, 
sikap dan perbuatannya. 
                                                          
9https://lontaraproject.com/101-la-galigo/itu-bissu-bukan-waria/ 
10M Farid W Makkulau, Manusia Bissu (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2008) h. ix 
11Puang Matowa sebutan untuk pemimpin tertinggi dalam suatu komunitas Bissu. 
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Selain dari segi penampilan dan cara berpakaian, perbedaan Bissu dengan 
waria adalah ilmu, bahasa dan kesaktian yang dimiliki oleh seorang Bissu. Setiap 
waria yang telah menjadi Bissu diyakini memiliki kemampuan untuk melakukan 
kontak dengan masa lalu dan juga masa ke depan. Dengan bahasa torilangi 
(bahasa orang langit), Bissu mampu berkomunikasi dengan para leluhurnya dari 
zaman dulu. 
 
B. Latar Belakang Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep 
1. Awal Sejarah Bissu 
Masa kerajaan pra-Islam di Tanah Bugis adalah masa kejayaan para Bissu. 
Kaum transvestite Bugis ini memegang peranan begitu penting dalam kerajaan 
(Addatuang), sehingga nyaris tidak ada kegiatan upacara adat atau ritual kerajaan 
tanpa kehadiran Bissu sebagai pelaksana sekaligus pemimpin prosesi upacara. 
Bissu pada umumnya adalah wadam (wanita-adam) atau wanita dari 
kalangan putri bangsawan tinggi. Para Bissu adalah figur feminim dengan wajah 
yang licin seperti seorang kasim. Bissu adalah lelaki yang keadaan jasmaniahnya 
abnormal. Bissu senang mengenakan pakaian feminim dalam kehidupan sehari-
hari. 
Berdasarkan cara berpakaian dan tata upacaranya, H. Darmawan MR, 
(1977: 13)12, berpendapat bahwa ada persamaan yang jelas antara Bissu Bugis 
dengan biksu agama Budha. Namun Adriani, sarjana Bahasa dengan majalah 
T.B.G. 5 tahun 1909 menjelaskan bahwa kata Bissu yang banyak digunakan 
dalam bahasa-bahasa Nusantara, bukan berasal dari kata Biksu. B.F Matthes 
menyebut Bissu sebagai priesters en priesteresse. Matthes menggambarkan Bissu 
sebagai pendeta-pendeta waria yaitu akronim dari wanita-pria atau dalam bahasa 
Bugis disebut calabai (Brik: 1848). 
                                                          
12
 Anggota DPR RI 
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Lae-Lae adalah nama Bissu pertama yang ada di bumi sebagaimana 
diceritakan dalam surek Galigo. Lontara surek Galigo mengisahkan bahwa Lae-
Lae diturunkan dari langit ke Luwu bersamaan dengan Raja Luwu, Batara Guru 
Putra sulung dari Maharaja Agung di Kayangan. Konon kehadiran Bissu sebagai 
pendamping atau pelengkap kesempurnaan kedatangan para tokoh utama dalam 
epos La Galigo tersebut. Berawal dari Luwu, tradisi bissu menyebar di Sulawesi 
Selatan. Kini beberapa komunitas Bissu dapat dijumpai di wilayah administratif 
Kabupaten Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Kota 
makassar, dan Pare-Pare.13 
2. Sejarah Daerah Kabupaten Pangkep 
a) Periodesasi Sejarah Sulawesi Selatan 
Sejarah Pangkep tidak bisa dipisahkan dari sejarah daerah-daerah lainnya 
di Sulawesi Selatan karena saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. 
Dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (R.M. Ali, 1963 dalam Mattulada, 
1982:144), memajukan babakan waktu Sejarah Indonesia yang dapat digunakan 
untuk menentukan waktu dan tempat Sulawesi Selatan dalam penyejarahannya14, 
yaitu: 
No. Periode Sejarah Keterangan 
1. ----- - 132 M Zaman Pra-Sejarah, meliputi Paleothicum, 
Mesolithicum dan Neolithicum sebagai masa 
persemaian benih kebudayaan di Indonesia. 
2. 132 -+400 M Proto Sejarah, masa perkembangan kehidupan 
persekutuan adat sebagai dasar kehidupan kenegaraan. 
3. 400 – 1511 M Masa timbul tenggelamnya kerajaan-kerajaan, dalam 
                                                          
13Ibid (Desantara: Depok, 2004), h. 2. 
14M. Farid. Makkulau, Manusia Bissu (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 1. 
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perebutan kekuasaan tunggal di laut maupun di darat. 
4. 1511 – 1911 M Pasang surut kekuasaan-kekuasaan di Indonesia, dalam 
perebutan kekuasaan tunggal antara Indonesia dan 
antara Indonesia dengan bangsa lain, yaitu perebutan 
kekuasaan Indonesia sendiri dan antara mereka dengan 
bangsa asing. Seperti, Portugis, Spanyol, Belanda, 
Inggris dan Perancis. 
5. 1911 – 1945 M Masa perjuangan kemerdekaan, dalam bentuk politik 
Hindia Belanda untuk menegakkan Kemerdekaan 
Indonesia. 
6. 1945 – Sekarang Masa pembangunan, masa perjuangan mewujudkan 
kehidupan kebangsaan yang adil dan sejahtera. 
Prof. Dr. Mattulada mengakui bahwa sampai Abad XII, masih dianggap 
periode kelam atau masa gelap dalam sejarah Sulawesi Selatan. Nanti pada Abad 
XIII, muncul Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca (1364) pada 
jaman Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit di Jawa. Didalam kitab 
tersebut, ditemukan perkataan “Makassar”, yang disebutkan sebagai salah satu 
daerah dan beberapa daerah Sulawesi Selatan lainnya yang menjadi daerah 
taklukan Majapahit. 
Mas’ud15 melihat sejumlah faktor yang menjadi sebab belum terungkapnya 
masa gelap sejarah tersebut, sebagai berikut: 
a. Pengaruh kebudayaan dan Agama Hindu yang masih sangat kurang 
terungkap, 
b. Belum didapatkan suatu tradisi menulis terhadap suatu peristiwa 
sejarah diatas batu berupa batu tertulis dan prasasti, dan 
c. Belum terdapatnya sebuah kepingan batu atau pecahan batu dari 
sebuah bangunan dan patung yang dapat memberikan petunjuk tentang 
                                                          
15Seperti halnya Mattulada (1982), Mas’ud (1977) juga mengakui, bahwa masa antara 
Abad I sampai Abad X merupakan masa gelap bagi sejarah Sulawesi Selatan. Kondisi yang ada di 
Sulawesi Selatan pada masa tersebut hingga kini belum terungkap sama sekali. 
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agama, hubungan dengan raja yang memerintah, serta tanda-tanda 
yang dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya suatu kerajaan. 
b) Periodesasi Sejarah Daerah Pangkep 
Dengan merajuk kepada gambaran periodesasi Sejarah Sulawesi Selatan 
(Mas’ud, 1977), maka periode Sejarah Daerah Pangkep dapat dimulai pada 
periode sejarah karena periode inilah lebih ditemukan beberapa sumber dan 
informasi sejarah. Periodesasi Sejarah Daerah Pangkep, Sebagai berikut: 
a. Abad X – XV; pada masa ini digambarkan awal sejarah dan kelahiran 
Siang, pertumbuhan sampai masa kejayaan Siang. Dijelaskan entitas 
politik, ekonomi dan hubungan perniagaan dengan daerah-daerah 
lainnya. Dalam kesejajarannya pada historiografi lokal, teks-teks 
Portugis berkenan dengan pesisir barat dari utara ke selatan dan tapak 
arkeologi, memberi kita realitas sosial dan budaya Sulawesi Selatan 
antara 1545-1906. 
b. Abad XVI – XIX; pada periode ini Siang mengalami kejatuhan politik 
dan penurunan pengaruh sebagai vasal (palili) Kerajaan Gowa. Siang 
dalam kemelut sejarah, berada dalam rotasi kusut dominasi Gowa dan 
superioritas kekuatan Bone-Belanda. Pada periode inilah lambat laun 
nama Siang akhirnya benar-benar tenggelam dalam pentas sejarah. 
c. Abad XIX – Revolusi Fisik dan Masa Pembangunan; pada masa ini 
Kerajaan kecil atau unit teritori politik, seperti; Pangkajene, Bungoro, 
Labakkang, Marang, Segeri dan Mandalle bangkit melakukan 
perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada periode ini muncul 
tokoh-tokoh pergerakan dengan basis dan gerakan perjuangan yang 
rapi, berani mengangkat senjata untuk merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan itu hampir merata di semua wilayah adat gemenschap. 
16 
 
3. Sekilas tentang Segeri 
Kata Segeri diduga berasal dari kata Sigere’-gere’ (Bugis: saling 
membunuh). Konon ini dilatar belakangi terjadinya peristiwa pertumpahan darah 
di daerah itu pada masa lampau, dimana daerah itu menjadi tempat bertemunya 
dua orang atau dua kelompok yang sama-sama mempertaruhkan harga dirinya 
yang harus terbalaskan setelag pertumpahan darah terjadi sebagai tumbalnya 
(Makkulau, 2006). 
Daerah (kerajaan) segeri konon sudah berdiri lama menurut riwayat 
seorang keponakan (anak dari saudara perempuannya) dari Raja Gowa yang 
bernama I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga (Raja Gowa 
X) menjadi raja di Segeri, yaitu sekitar tahun 1546-1565 M. 
Dalam upacara-upacara adat di Segeri, maka Matowa Segeri yang 
memegang peranan penting, lebih daripada teman-teman sejawatnya. Menurut 
riwayat, dahulu Segeri diperintah oleh seorang raja, kini Segeri merupakan 
persekutuan hukum yang dikepalai oleh seorang Matowa. Pada akhirnya, waktu 
jugalah yang akan menentukan sampai kapan komunitas Bissu bisa bertahan 
ditengah arus deras peradaban yang terus berubah. 
 
C. Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 
Negara Indonesia sebagai negara yang menganut kekuasaan demokrasi, 
maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar seperti disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 
1945 Pasal 1 ayat (2) ”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. 
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan 
mendambakan clean and good governance. Untuk mencapai good governance 
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dalam tata pemerintahan di Indoensia, maka prinsip-prinsip good governance 
hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. 
1. Pengertian Good Governance 
Pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu penyelengaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 
investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif 
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework 
bagi tumbuhnya aktifitas usaha. 
Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik 
tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang penting dalam gerak 
roda pemerintahan di Indonesia yang meliputi: bidang politik, ekonomi, sosial dan 
hukum. 
Sehingga Governance mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana 
tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Dalam 
terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya 
institusi-institusi negara. Governance mengakui dalam masyarakat terdapat 
banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. 
Governance atau tata pemerintahan memiliki dua domain, yaitu: 
1) Negara atau tata pemerintahan (State), dan 
2) Masyarakat (Society). 
Kedua domain dalam governance tersebut berada dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak 
memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan pengendalian dan pengawasan. 
Karena di dalam masyarakat terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, sosial, 
hukum dan budaya. 
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Konsep good governance adalah sebuah ideal type of governance yang 
dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka 
membangun relasi pemerintah – masyarakat budaya yang baik. 
Dalam konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai 
keadaan dan sinergi antara pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai good 
governance ialah keadilan. 
2. Indikator Good Governance 
Indikator pemerintahan yang baik adalah jika produktif dan 
memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat 
dalam aspek produktifitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan 
spritiualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman dan bahagia serta 
sense of nationality yang baik. Adapun prinsip-prinsip good governance, sebagai 
berikut: 
1) Partisipasi (Participation) ialah semua warga berhak terlibat dalam 
pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga 
perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi 
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 
mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara 
konstruktif. 
2) Penegakan Hukum (Rule of Law) ialah partisipasi masyarakat dalam 
proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik 
memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh 
sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah 
menjadi proses politik yang anarkis. 
Karakter dalam menegakkan rule of law: 
a. Supremasi hukum (the supremay of law), 
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b. Kepastian hukum (legal certainty), 
c. Hukum yang responsif, 
d. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, dan 
e. Independensi peradilan. 
3) Transparansi ialah salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir 
masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang 
berkembang sejak awal rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat 
menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah 
manajemen pemerintahan yang tidak transparan. 
Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan seara 
transparan. Setidaknya ada 8 aspek yaitu: 
a. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan, 
b. Kekayaan pejabat publik, 
c. Pemberiaan penghargaan, 
d. Penetapan kebijakan yang terikat dengan pencerahan kehidupan, 
e. Kesehatan, 
f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, 
g. Keamanan dan ketertiban, dan 
h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan. 
4) Responsif (Responsiveness) ialah pemerintahan yang cepat tanggap 
terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 
5) Orientasi kesepakatan (Consencus Orientation) ialah pengambilan 
putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar 
kesepakatan bersama. 
6) Keadilan (Equity) ialah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. 
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7) Efektifitas (Effectiveness) dan Efisiensi (Efficiency) ialah agar 
pemerintahan efektif dan efisiensi, maka para pejabat perancang dan 
pelaksanan tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun 
perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari 
masyarakat, secara rasional dan akurat. 
8) Visi Strategis (Syrategic Vision) ialah pandangan-pandangan strategis 
untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi 
penting dalam kerangka perwujudan good govenance, karena 
perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat. 
Langkah-langkah perwujudan good governance, sebagai berikut: 
a. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, 
b. Kemandirian lembaga peradilan, 
c. Aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas, 
d. Masyarakat madani (civil society) yang kuat dan partisipatif, dan 
e. Penguatan upaya otonomi daerah. 
3. Penerapan Good Governance 
Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan 
diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut terlah 
terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi bersih 
sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak 
diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan 
reformasi yang sudah berjalan selama beberapa tahun, penerapan good 
governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai 
dengan cita-cita reformasi sebelumnya. 
Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti  gagal untuk diterapkan, banyak 
upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menciptakan iklim good governance, 
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diantaranya ialah melakukan teransparansi informasi terhadap publik mengenai 
APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
menciptakan kebijakan dan proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. 
Hal ini, sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada 
era Orde Lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era Orde 
Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai agent of development bukannya 
sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat 
mengahambat lahirnya pemerintahan berbasis good governance. 
Penerapan good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak 
positif dalam sistem pemerintahan, akan tetapi hal tersebut mampu membawa 
dampak positif terhadap badan usaha non pemerintah yaitu dengan lahirnya good 
corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa 
bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. 
 
D. Urgensi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
Undang-Undang berasal dari bahasa Inggris yakni Legislation yang telah 
diadopsi kedalam bahasa Latin yakni Lex berarti Hukum. Maksudnya semua 
dokumen yang akan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemegang wewenang 
tertinggi negara ataupun daerah yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. 
1. Pengertian Undang-undang 
Undang-Undang adalah suatu peraturan atau keputusan tertulis yang dibuat 
oleh perangkat negara yang berwenang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
berwenang dalam perumusanundang-undang dan Presiden berwenang dalam 
mengesahkan undang-undang untuk mengikat tatanan masyarakat. 
Dalam penjelasan undang-undang diatas, maka undang-undang terbagi 2, 
yaitu: 
a. Undang-Undang Dalam Arti Materiil (Luas) 
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Undang-undang dalam arti materiil atau luas adalah semua peraturan atau 
keputusan tertulis yang menurut isinya mengikat setiap orang secara umum dan 
dibuat oleh penguasa baik pusat maupun daerah yang sah. 
Undang-undang dalam arti materiil dapat digolongkan menjadi 2 
golongan, yaitu: 
1) Peraturan Pusat (Algemene Veordening) adalah peraturan yang tertulis 
yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku diseluruh wilayah 
negara. Contohnya Undang-undang tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia. 
2) Peraturan Setempat (Locale Verordinering) adalah peraturan tertulis 
yang dibuat oleh pemerintah setempat dan hanya berlaku ditempat atau 
daerah itu sendiri. Contohnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2000 
tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Pangkep. 
b. Undang-Undang Dalam Arti Formal (Sempit) 
Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan tertulis yang dibentuk 
oleh alat kelengkapan negara yang berwenang yang ditekankan dalam segi 
perumusan dan pengesahannya. Undang-undang dalam arti formal dirumusakan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengesahkannya peraturan ialah 
Presiden sesuai pada Pasal 20 ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945. 
Undang-undang dalam arti formal dapat berlaku jika telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
1) Diberi bentuk tertulis. 
2) Adanya tata cara tertentu dalam proses pembuatannya, yaitu bersama-
sama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan Presiden. 
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3) Undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden, selanjutnya 
diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam 
Lembaran negara. 
4) Undang-undang mulai berlaku menurut tanggal yang ditentukan dalam 
undang-undang tersebut. 
5) Jika tidak disebutkan tanggal berlakunya, maka pemberlakuan undang-
undang selama 30 hari sejak disahkannya untuk daerah Jawa dan 
Madura sedangkan untuk daerah lainnya selama 100 hari sejak 
disahkannya. 
 
2. Asas-asas Perundang-undangan 
Asas hukum barkaitan berlakunya undang-undang, sebagai berikut: 
a. Undang-undang tak berlaku surut 
Asas ini dikenal sebagai asas legalitas, dimana undang-undang yang 
berlaku dan mengikat terhadap musim yang akan mendatang tak memiliki 
kapabilitas berlaku surut atau non retro active. 
b. Asas lex superior derogat legi inferiori 
Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi. Bila ada dua 
undang-undang yang mengatur objek yang sama, sehingga undang-undang 
yang derajatnya lebih tinggi didahulukan pemberlakuannya. 
c. Asas lex posteriori derogat legi priori 
Undang-undang yang menyampingkan pemberlakuan undang-undang 
yang lama jikalau mengatur objek yang sama. 
d. Asas lex specialist derogat legi generali 
Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan pemberlakuan 
undang-undang yang bersifat umum. 
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Pada penjelasan asas diatas, maka ruang lingkup berlakunya undang-
undang ditentukan 4 asas, yakni: 
1) Asas teritorial adalah undang-undang berlaku dalam wilayah negeri 
tidak dengan membedakan kewarganegaraan, 
2) Asas personal adalah undang-undang berlaku bagi tiap masyarakat 
Indonesia tidak terbatas dalam wilayah negara, 
3) Asas nasionaliteit passif adalah undang-undang berlaku bagi tiap orang 
diluar wilayah Indonesia buat melindungi keperluan dan keamanan 
nasional kriminal tertentu, dan 
4) Asas universal adalah undang-undang berlaku bagi tiap orang diluar 
wilayah Indonesia buat melindungi keperluan dan keamanan dunia 
pada kriminal tertentu. 
3. UU No. 32 Tahun 2014 
UU No. 23 Tahun 2014 merupakan regulasi atau peraturan yang memiliki 
penyelenggaraan di Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No. 23 
Tahun 2014 pembaharuan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan 
ketatanegaraan. 
Pada bagian VI Penataan Daerah; bagian kesatu umum terdapat Pasal 31 
UU No. 23 Tahun 2014. Didalam penelitian ini, Pasal 31 ayat (2f) yang berbunyi 
“memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah” telah tertuang di 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia. 
Sehingga bertujuan untuk pemerintah daerah, dapat menjalankan peran 
dan fungsinya untuk melindungi masyarakat adat atau komunitas adat yang berada 
di daerahnya. 
 
25 
 
E. Hak-Hak Konstitusional Di Indonesia 
Dengan perkembangan sejak reformasi maka demokrasi dibuka selebar-
lebarnya dengan amandemen konstitusi yang melindungi pengakuan terhadap hak 
konstitusional warga negara Indonesia. Amandemen UUD 1945 mengubah 
tatanan menuju negara demokrasi serta negara hukum (nomokrasi). 
Pembentukan lembaga negara baru turut membawa perubahan di Indonesia 
dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk kekuasaan 
kehakiman yang independen. Pembentukan lembaga ini salah satu tujuannya 
adalah pengakuan hak konstitusional warga negara yang sebelumnya tertindas 
dalam pemberlakuan suatu UU yang bertentangan dengan kehidupan 
bermasyarakat yang tercermin dalam UUD 1945, sehingga setiap orang dapat 
mengajukan permohonan uji materiil suatu UU terhadap UUD 1945 kepada 
Mahkamah Konstitusi. 
1. Pengertian 
Hak konstitusional menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang 
dijamin di dalam dan oleh UUD 1945.16 Setelah amandemen UUD 1945 yang 
merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-prinsi Hak Asasi 
Manusia(HAM) telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas 
prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum 
dalam UUD 1945 adalah merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. 
Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusi harus bercirikan, 
sebagai berikut: 
a. Adanya perlindungan HAM, 
b. Adanya peradilan yang bebas, dan 
c. Adanya asas legalitas. 
                                                          
16Jimly Asshiddiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Konstitusi Press, 2005), h. 152. 
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Hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai 
bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen tidak 
terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintah didasarkan atas 
hukum.  
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan sitiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan sedangkan hak warga negara 
adalah hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar disebut hak-
hak hukum (legal rights). 
2. Sebelum Amandemen UUD 1945 
Dalam UUD 1945 sering disebut dengan UUD Proklamasi,17 dan 
kemunculannya bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia melalui proklamasi 
kemerdekaan, satu hal yang menarik meskipun UUD 1945 adalah hukum dasar 
yang tertulis yang didalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta 
kewajibannya yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri 
tidak dijumpai didalam UUD 1945, baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun 
penjelasan dan yang ditemukan bukanlah HAM melainkan hak dan kewajiban 
warga negara. 
 
 
 
 
                                                          
17Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 13. 
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UUD 1945 sebelum amandemen memuat hak warga negara18, antara lain: 
1. Pasal 27 ayat (1) 
Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 
2. Pasal 27 ayat (2) 
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. 
3. Pasal 28 
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 
4. Pasal 29 ayat (2) 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu. 
5. Pasal 30 ayat (1) 
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara. 
6. Pasal 31 ayat (1) 
Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 
7. Pasal 32 
Pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 
Dengan demikian pengakuan hak konstitusional dalam UUD 1945 
sebelum amandemen belum mengakui HAM sebagai hak konstitusional tetapi 
hanya mengatur hak dan kewajiban warga negara. 
                                                          
18Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan 
Pasal 32 UUD Tahun 1945. 
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3. Pasca Amandemen UUD 1945 
Setelah amandemen19 UUD 1945 lebih banyak mengakui bentuk-bentuk 
HAM sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Perumusan hak asasi 
manusia dalam konstitusi dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 
1945 sebagai salah satu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD 
NRI 1945) yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perumusan hak asasi masusia berasal 
dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang 
kemudian isinya menjadi menteri UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang hak asasi 
manusia yang telah diadopsikan kedalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia 
itu berasal dari berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Setelah 
perubahan kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak asasi 
manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabungkan dengan berbagai ketentuan 
yang terdapat dalam undang-undang yang berkenan dengan hak asasi manusia, 
dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. 
Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable 
rights,20 yaitu: 
a) Hak untuk hidup, 
b) Hak untuk tidak disiksa, 
c) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 
                                                          
19Moh. Mahfud MD, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara 
(Yogyakarta: UII Press, 1999) h. 96. 
20Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusional Indonesia (Cet. I, Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Stadi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2004), h. 122. 
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d) Hak beragama, 
e) Hak untuk tidak diperbudak, 
f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 
g) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 
Keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas, kelompok pertama 
adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil21 yang terdiri dari: 
a) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
kehidupannya, 
b) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan 
martabat kemanusiaan, 
c) Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, 
d) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
e) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati 
nurani, 
f) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
g) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan 
pemerintahan, 
h) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut, 
i) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah, 
j) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, 
k) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, 
meninggalkan dan kembali ke negaranya. 
                                                          
21Ibid, h. 123. 
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l) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik, 
m) Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif 
dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif tersebut. 
Kedua, kelompok hak-hak politik, sosial dan budaya yang meliputi: 
a) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan 
menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tertulis, 
b) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka 
lembaga perwakilan rakyat, 
c) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan 
publik, 
d) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang 
sah dan layak bagi kemanusiaan, 
e) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan dan mendapat 
perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan, 
f) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, 
g) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk 
hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai 
manusia bermartabat, 
h) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, 
i) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan 
pengajaran, 
j) Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia, 
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k) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak 
masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat 
peradaban bangsa-bangsa, 
l) Negara mengakui setiap budaya sebagai dari kebudayaan nasional, dan 
m) Negara mendamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
kepercayaannya. 
Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang 
meliputi22 
a) Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk 
kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan 
terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan yang sama, 
b) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan 
gender dalam kehidupan nasional, 
c) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh 
fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum, 
d) Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan 
orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan 
mental serta perkembangan pribadinya, 
e) Setiap warga negara barhak untuk berperan serta dalam pengelolaan 
dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan 
kekayaan alam, 
f) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, 
                                                          
22Ibid, h. 125. 
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g) Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara 
dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang 
dimaksudkan menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu 
yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-
kelompok lain dalam masyarakat dan perlakuan khusus tersebut tidak 
termasuk dalam pengertian diskriminasi, 
h) Keempat kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara 
dan kewajiban asasi manusia, 
i) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
j) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak 
memihak dalam pembentukan, susunan dan kedudukan diatur dengan 
undang-undang. 
Hak-hak tersebut termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi 
semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia 
dan merupakan pula hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara 
Republik Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. “Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan 
yang disebut ilmu”. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu 
yang dimaksud tercantum dalam metode ilmiah. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian, sebagai berikut: 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Adapun jenis dan lokasi penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian Yuridis 
Normatif. Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang secara deduktif 
dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang 
mengatur terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten 
Pangkep yang difokuskan di: 
a) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, 
b) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep, 
c) Dinas Pendidikan, 
d) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 
e) Komunitas Bissu, dan 
f) Tokoh Masyarakat 
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B. Pendekatan Penelitian 
Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan, peneliti menggunakan 
pendekatan sebagai berikut: 
1. Pendekatan Fenomenologi 
Pendekatan Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan membahas tentang 
apa yang nampak mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang pernah 
menjadi pengalaman manusia yang dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu 
penelitian kualitatif. 
2. Pendekatan Sosio Yuridis 
Pendekatan yang mengarah kepada identitas (pengenalan) terhadap hukum 
nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (jelas, tegas diatur) didalam 
perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan 
kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat. 
3. Pendekatan Yuridis Normatif 
Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai 
analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari 
data-data primer dan sekunder. 
1. Data Primer 
Field research atau penelitian lapangan yang secara langsung turun ke 
lapangan guna memperoleh data yang ada di Kabupaten Pangkep, yakni data yang 
akan diperoleh dari: 
a) Tokoh Masyarakat, 
b) Ketua Adat Bissu, 
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c) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 
d) Sekretaris Dinas Pendidikan 
e) Bupati Kabupaten Pangkep, dan 
f) Ketua DPRD Kabupaten Pangkep. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan atau lebrary research. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari 
bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya 
dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data 
sekunder dikumpulkan melalui library research, dengan jalan menelaah peraturan 
perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau 
arsip, dan bahan lain dalam bentuk tulisan yang ada relevansinya dengan judul 
skripsi. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data yang diperoleh dari Library Research yang di jadikan sebagai 
referensi seperti jurnal, dokumen-dokumen, buku-buku, surat kabar, 
majalah dan bahan bacaan lainnya. 
2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 
membicarakan jawaban atas pertanyaan itu. 
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), 
gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan. 
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” sejauh penelitian kualitatif siap 
melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. Adapun 
alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis yaitu alat berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data. 
3. Kamera berfungsi untuk memotret peneliti yang sedang melakukan 
pembicaraan atau mewawancarai informan. 
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam 
melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data merupakan sebagai proses mengartikan data-data 
lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang 
dihasilkan dalam penelitian. 
b. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai 
dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
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c. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun peneliti lapangan dengan pokok pangkal 
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap 
data tersebut. 
d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan 
atas data diperoleh dari hasil wawancara. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan mencatat yang di 
hasilkan catatan lapangan serta memberi kode agar sumber datanya tetap dapat 
ditelusuri, kemudian ditabulasi dengan tabel frekuensi dengan rumus statistik 
sederhana. 
 
G. Pengujian dan Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. 
Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah 
memenuhi standar objektif maka penelitian tersebut dianggap telah teruji 
keabsahan data penelitiannya. 
Dalam menguji data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, penelitia dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 
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pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik 
triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut, untuk diperlukan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data peneliti. Triangulasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peran Pemerintah Kabupaten Pangkep Terhadap Pelestarian Komunitas 
Bissu 
a. Sejarah Bissu Segeri 
Bissu secara umum adalah kaum pendeta Bugis kuno yang berpenampilan 
feminim dan bissu memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan para 
dewata dan berkomunikasi antara sesama mereka. 
Pada masa silam kerajaan Bone mengutus Bissu yang berjumlah 41 orang 
untuk melakukan perjalanan atas perintah Raja menuju ke wilayah bagian dataran 
pesisir untuk bertemu raja Segeri. Pada masa tersebut, kerajaan Segeri dalam 
kondisi keterpurukan sehingga kerajaan Bone mengutusnya. (waktu tidak 
diketahui) 
Komunitas Bissu telah lama mendiami di Kabupaten Pangkep yaitu 
sebelum masuknya ajaran agama Islam (pra-Islam) di daerah Segeri. Kiai Ali 
Mustafa Yaqub memberikan pandangan bahwa dalam memahami hadits 
diharuskan bisa memisahkan antara budaya dan sunnah Rasulullah saw. Dalam 
karyanya yang berjudul at-Thuruq as-Shahihah fi Fahmi Sunnah an-
Nabawiyah disebutkan beberapa kiat untuk membedakan antara agama dan 
budaya dalam sabda Rasulullah saw.22 Sebagai berikut: 
1. Ajaran agama Islam hanya dilakukan oleh kaum Muslimin. Hal ini 
berbeda dengan budaya yang selain kaum Muslimin pun 
melakukannya. Sebut saja serban. Serban merupakan budaya Arab. Hal 
ini bisa dibuktikan bahwa serban tidak hanya dipakai kaum Muslimin 
                                                          
22
 Ali Mustafa Yaqub, at-Thuruq as-Shohihah fi Fahmi Sunnah an-Nabawiyah, Ciputat: 
Maktabah Darus-Sunnah, 2016, h. 103) 
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pada saat itu. Bahkan pesohor kafir Quraisy seperti Abu Jahal pun 
memakainya. 
2. Ada beberapa budaya yang hadir sebelum munculnya Islam. Seperti al-
jummah pada rambut kepala yang terus berlanjut hingga Islam datang. 
Hal ini tentu berbeda dengan agama yang muncul setelah Islam datang. 
Karena syariat atau agama hanya ada setelah datangnya Islam. 
3. Ada beberapa budaya yang muncul sebelum Islam datang. Namun 
setelah datang Islam, turunlah wahyu dari Allah swt. Maka, walaupun 
hal tersebut ada sebelum Islam datang, namun keberadaanya menjadi 
syariat berdasarkan wahyu yang diturunkan. Sebagaimana perhitungan 
bulan Qamariyah dan manasik haji. 
Dahulu sebelum Islam datang, keduanya adalah budaya jahiliyah dan 
syariat Nabi Ibrahim As. Ketika Islam datang dan menetapkan hal tersebut, maka 
hal itu menjadi bagian dari syariat Islam. Kaum Muslimin yang menggunakan 
bulan qamariyah tidak lantas mengikuti budaya jahiliyah, melainkan 
mengamalkan ajaran syariat Islam. 
Hal ini diperkuat dengan pendapat Imam Muslim (w. 256 H) yang 
membuat bab khusus dalam Shahih-nya dengan judul: 
 َيْن ُّدلا ِِشياَعَم ْنِم ملسو هيلع الله يلص ُهَرَكَذ اَم َنوُد اًعْرَش َُهلَاق اَم ِلَاِثتْما ِبوُجُو باب ِلِيبَس َيلَع ا
 ِىْأ َّرلا 
Artinya, “Bab Kewajiban Mengikuti Sabda Nabi yang Berupa Syariat, 
Bukan Pernyataan Beliau tentang Kehidupan Dunia Menurut Pendapatnya. 
(Lihat: Abû al-Hajjâj Muslim, Saḥiḥ Muslim, [Beirut: Dâr al-Jîl, t.t], j. 7, h. 
95). 
Imam al-Nawawi dalam kitab al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, 
sebagaimana dikutip Kiai Ali Mustafa, juga menguatkan bahwa tidak ada 
perbedaan pendapat dalam permasalahan ini. Sehingga hal tersebut bisa 
dikategorikan sebagai bagian dari konsensus (ijma’) ulama. 
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Dalam penjelasan diatas, Komunitas Bissu sebagai salah satu budaya bugis 
silam yang masih bertahan saat ini. Sistem kepercayaan Bugis di masa silam itu 
dijalankan sesuai dengan konsep dewa tertinggi atau To Palanroe. Sistem 
kepercayaan ini disebut Atturiolong, yang secara harfiah mengikuti tata cara 
leluhur. 
Masa kerajaan pra-Islam di Tanah Bugis adalah masa kejayaan para Bissu. 
Kaum transvestite Bugis ini memegang peranan begitu penting dalam kerajaan 
(Addatuang), sehingga nyaris tidak ada kegiatan upacara adat atau ritual kerajaan 
tanpa kehadiran Bissu sebagai pelaksana sekaligus pemimpin prosesi upacara. 
Daerah (kerajaan) segeri konon sudah berdiri lama menurut riwayat 
seorang keponakan (anak dari saudara perempuannya) dari Raja Gowa yang 
bernama I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga (Raja Gowa 
X) menjadi raja di Segeri, yaitu sekitar tahun 1546-1565 M. 
Dalam upacara-upacara adat di Segeri, maka Matowa Segeri yang 
memegang peranan penting, lebih daripada teman-teman sejawatnya. Menurut 
riwayat, dahulu Segeri diperintah oleh seorang raja, kini Segeri merupakan 
persekutuan hukum yang dikepalai oleh seorang Matowa. Pada akhirnya, waktu 
jugalah yang akan menentukan sampai kapan komunitas Bissu bisa bertahan 
ditengah arus deras peradaban yang terus berubah. 
Adapun Puang Pa‟ja menyebutkan yang pernah sebagai Puang Matowa 
atau pimpinan tertinggi Bissu di Kerajaan Segeri, antara lain: 
1. Puang Matowa Seke‟ 
2. Puang Motowa Toa 
3. Puang Matowa Salam 
4. Puang Matowa Saidi 
5. Puang Matowa Juleha 
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6. Puang Matowa Nani 
7. Puang Matowa Pa‟ja 
Puang Pa‟ja yang kini bermukim di salah satu daerah yang berada di 
Kabupaten Pangkep, menurutnya Bissu Segeri kini semakin berkurang 
dikarenakan banyaknya yang telah meninggal.23 
Semenjak Puang Matowa Saidi meninggal, para Bissu yang masih hidup 
meninggalkan rumah arajang. Mereka melakukannya dikarenakan kurangnya 
perhatian pemerintahan Kabupaten Pangkep. 
Pada tahun 2017 Bissu saat ini yang masih hidup dan masih melakukan 
tradisi dengan tarian Ma’giri, berjumlah 12 orang, yakni: 
1. Puang Pa‟ja 
2. Nisa 
3. Mata 
4. Nita 
5. Tiara 
6. Nani 
7. Bunga 
8. Juleha 
9. Usman 
10. Usman 
11. Desi 
12. Baha 
Kehidupan para Bissu saat ini beraktifitas sebagai penghias pernikahan 
untuk bertahan hidup. Meski sebagai penghias pernikahan mereka tidak pernah 
meninggalkan Bissunya, para Bissu segeri beberapa kali di undang dalam 
                                                          
23
 Puang Pa‟ja, Matoa Bissu di Kecamatan Segeri, “wawancara” Kecamatan Labbakkang 
– Pangkep, 22 Mei 2017. 
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berbagai kegitan di luar Daerah Kabupaten Pangkep. Seperti daerah Jakarta, 
Gowa bahkan mereka pernah pentas diluar negeri untuk memperlihatkan tarian 
Ma’giri dikhalayak penduduk luar negeri. 
Menurut Puang Pa‟ja selama periode pemerintahan tahun 2016 – 2021, 
Bissu tidak pernah lagi di undang untuk melakukan tarian budaya Bissu. Pa‟ja 
mengatakan pada masa bupati sebelumnya yakni Almarhum Syafruddin Nur, 
Komunitas Bissu sering diundang dalam pentas tarian budaya Bissu dalam 
berbagai kegiatan pemerintahan pada masa Almarhum menjabat.24 
b. Dasar Hukum 
Hukum sebagai sistem, sistem hukum adalah sebuah sistem norma hukum. 
Sejumlah norma membentuk sebuah kesatuan, sebuah sistem, kelompok, jika 
keabsahan norma tersebut bisa diruntu kembali sampai ke sebuah norma tunggal 
yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar sebagai sumber umum ini 
menyatukan bermacam-macam norma yang berbentuk sebuah sistem. Bahwa 
sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta 
bahwa keabsahan norma bisa dirunut kembali sampai ke norma dasar yang 
menyusun sebuah sistem. 
Selain itu, keberadaan negara yang pada dasarnya mewadahi seluruh 
keberadaan masyarakatnya seperti masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat 
seharusnya tidak dapat diubah dalam tatanan adat yang telah dianutnya. 
Keberadaan masyarakat adat dengan tatanan tradisionalnya dapat bersinergi 
dengan sistem kenegaraan. Negara seharusnya melakukan perlindungan khusus, 
sebaliknya kehadiran masyarakat adat ditengah-tengah negara harus tetap berada 
dalam jalur kesatuan. 
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 Puang Pa‟ja, Matoa Bissu di Kecamatan Segeri, “wawancara” Kecamatan Labbakkang 
– Pangkep, 22 Mei 2017. 
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Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah peraturan tertulis yang 
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara 
umum. Adapun hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU 
No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai 
berikut: 
1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, merupakan hukum dasar 
peraturan perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam 
lembaran negara Republik Indonesia. 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-Undang (UU) 
4. Peraturan Pemerintah (PP) 
5. Peraturan Presiden (Perpres) 
6. Peraturan Daerah (Perda) 
7. Peraturan Desa 
Kebudayaan berkaitan erat dengan dasar dan tata hukum suatu negara, 
manakala negara itu meletakkan dasar negaranya sebagai sebuah lambang yang 
diambil dari nilai-nilai luhur dan logis suatu bangsa, secara bertanggung jawab 
menurut tata aturan dan perundang-undangan yang di patuhi seluruh masyarakat 
negara tersebut. Di Indonesia sangat jelas kaitannya antara kebudayaan dengan 
dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945. 
Menurut UUD 1945 Pasal 32 yaitu: 
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban 
dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya. 
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional. 
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Sedangkan peraturan Daerah dibahas dalam UU No. 23 Tahun 2014 
merupakan regulasi atau peraturan yang memiliki penyelenggaraan di 
Pemerintahan Daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 
pembaharuan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketatanegaraan. 
Pada bagian VI Penataan Daerah; bagian kesatu umum terdapat Pasal 31 
UU No. 23 Tahun 2014. Didalam penelitian ini, Pasal 31 ayat (2f) yang berbunyi 
“memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah” telah tertuang di 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia. 
Sesuai pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Pangkep Ir. H. Andi Ilham 
Zainuddin, S.T, mengatakan bahwa budaya yang masih bertahan hanyalah budaya 
Bissu yang berada di Kecamatan Segeri. Meski budaya Bissu berada dalam 
wilayah Kabupaten Pangkep, peraturan daerah tidak ada yang mengatur secara 
khusus terhadap komunitas Bissu dalam pelestariannya.25 
Menurut pandangan Andi Ilham dalam pelestarian Bissu di Kabupaten 
Pangkep, pemerintah tidak secara pesifik melestarikan Bissu yang kini kian 
berkurang. Dan Andi Ilham semenjak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pangkep 
tidak pernah mengunjungi Komunitas Bissu di Bontomatene. 
Pada saat ini pemerintah Kabupaten Pangkep dalam kepemimpinan H. 
Syamsuddin Hamid, SE di periode keduanya 2016 – 2021 dengan salah satu 
visinya yakni menciptakan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).26 
Good Governance adalah jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi 
dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan 
                                                          
25
 Ir. H. Andi Zaenuddin, ST, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, “wawancara” Kantor 
DPRD Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkaje‟ne – Pangkep, 10 Juli 2017. 
26http://pangkepkab.go.id/statis-2-visidanmisi.html 
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korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin 
anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas 
usaha. 
Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik 
tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang penting dalam gerak 
roda pemerintahan di Indonesia yang meliputi: bidang politik, ekonomi, sosial dan 
hukum. 
Sehingga Governance mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana 
tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Dalam 
terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya 
institusi-institusi negara. Governance mengakui dalam masyarakat terdapat 
banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. 
Governance atau tata pemerintahan memiliki dua domain, yaitu: 
1. Negara atau tata pemerintahan (State), dan 
2. Masyarakat (Society). 
Dengan visi diatas bahwa pemeritahan Kabupaten Pangkep mengharapkan 
tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). H. Syamsuddin selaku 
Bupati Kabupaten Pangkep berharap untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan 
yang berada di daerah ini.27 
Kedua domain dalam governance tersebut berada dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak 
memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan pengendalian dan pengawasan. 
Karena di dalam masyarakat terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, sosial, 
hukum dan budaya. 
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 H. Syamsuddin A. Hamid, SE, Bupati Kabupaten Pangkep, “wawancara” Kantor 
DPRD Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkaje‟ne – Pangkep, 22 Mei 2017. 
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Konsep good governance adalah sebuah ideal type of governance yang 
dirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka 
membangun relasi pemerintah – masyarakat budaya yang baik. 
Dalam konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai 
keadaan dan sinergi antara pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai good 
governance ialah keadilan. 
Setelah H. Syamsuddin telah di tetapkan selaku Bupati Kabupaten 
Pangkep pada masa jabatan 2016 – 2021, H. Syamsuddin tidak pernah 
mengunjungi komunitas Bissu yang berada di Kecamatan Segeri selama periode 
saat ini. 
Bupati dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah sebutan untuk 
kepala daerah tingkat kabupaten. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan 
wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. 
Lijan Poltak Sinambela mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian 
layanan dalam keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Pelayanan 
publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada 
penyelenggaraan negara.28 Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu 
saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada 
hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan 
tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. 
                                                          
28
 Opcit, L.P Sinambela, h. 5. 
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Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 
menurut paradigma good governance, dalam prosesnya tidak hanya dilakukan 
oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government (legalitas), atau 
hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma good governance, 
mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, 
perencanaan, perumusan dan penyusunan suatu kebijakan senantiasa 
mengedepankan kebersamaan dan dilakukan dengan melibatkan seluruh 
kompenen pemerintahan. 
Pelibatan elemen pemerintahan di lingkungan birokrasi sangat penting, 
karena merekalah yang memiliki kompetensi untuk mendukung keberhasilan 
dalam pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat pula harus dilakukan, dan 
seharusnya tidak dilakukan secara formalitas, penjaringan aspirasi masyarakat 
(jaring asmara) tehadap para kompenen pemerintahan dilakukan secara optimal 
melalui berbagai teknik dan kegiatan, termasuk di dalam proses perumusan dan 
penyusunan kebijakan. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut 
keterlibatan seluruh komponen pemerintahan, baik di lingkungan birokrasi 
maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan 
pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan 
yang baik (good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik 
yang baik, hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi 
daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur 
dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. 
Sehingga penerapan good governance di Indonesia tidak hanya membawa 
dampak positif dalam sistem pemerintahan, akan tetapi hal tersebut mampu 
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membawa dampak positif terhadap badan usaha non pemerintah yaitu dengan 
lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan 
membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan 
amanah. 
Adapun bagan struktural pemerintahan kabupaten Pangkep berdasarkan 
UU Nomor 32/2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 (jo 
PERMENDAGRI Nomor 57/2007),29 sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
29
 http://pangkepkab.go.id/foto_banner/Untitled.jpg 
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c. Peran pemerintah 
Dalam menjaga dan mempertahankan kebudayaan komunitas Bissu di 
Kabupaten Pangkep, pemerintah seharusnya memiliki peran agar kebudayaan 
tidak hilang dalam daerah yang dipimpinnya. Sebagai berikut: 
1. Pemerintah harus lebih memperkenalkan dan mempromosikan 
kebudayaan-kebudayaan melalui iklan atau media cetak, 
2. Membuat acara pergelaran kebudayaan di daerah sendiri, 
3. Memperkenalkan dan mempromosikan rumah arajang Bissu, dan 
4. Membuat pameran-pameran produk kebudayaan di Daerah Kabupaten 
Pangkep. 
B. Eksistensi Bissu Dalam Hukum Ketatanegaraan Islam 
QS. Al-Hajj ayat 75-76 
                                  
                        
Terjemahan: 
“(75) Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia. 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (76) Allah 
mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang 
mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.” 
Istilah Arab, isthafa, berasal dari kata shafwah yang berarti murni dan 
mulia, dan memilih manusia yang suci dan bersih menunjukkan bahwa sebagian 
manusia dan malaikat memiliki kepatutan karena suci dan mulia. 
Mengenai fakta bahwa dalam ayat-ayat sebelumnya yang dibicarakan 
adalah persoalan tauhid, kemusyrikan, dan sesembahan-sesembahan khayali kaum 
musyrik, dan mengenai fakta bahwa terdapat sebagian manusia yang memilih 
malaikat dan sebagian nabi sebagai sesembahan mereka, maka al Qur‟an melalui 
ayat-ayat di atas mengatakan bahwa rasul-rasul Tuhan semuanya adalah hamba-
hamba Allah yang taat. Ini sebagaimana dikatakan ayat di atas, 
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Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia.… 
Terdapat beberapa orang utusan dari kalangan malaikat, seperti Jibril dan 
utusan-utusan dari kalangan manusia, semisal rasul-rasul Tuhan yang besar. Di 
gunakannya kata min (dari antara) dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak 
semua malaikat Tuhan menjadi utusan kepada umat manusia, melainkan hanya 
sebagian saja. Makna ini tidak bertentangan dengan isi ayat yang mengatakan, 
Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan….30 Sebab, yang dimaksud 
dalam ayat ini adalah pernyataan „jenis‟, bukan pernyataan keumuman 
anggotanya. 
Selanjutnya, di akhir ayat, al-Qur‟an mengatakan, 
….Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
Ini berarti bahwa Allah swt tidaklah seperti manusia-manusia, yang tidak 
mengetahui utusan-utusan-Nya selagi mereka tidak hadir. Sebaliknya, Allah swt 
senantiasa mengetahui situasi dan kondisi mereka. Dia mendengar kata-kata 
mereka dan melihat perbuatan-perbuatan mereka. 
Kemudian, dalam ayat selanjutnya, al Qur‟an yang mulia menunjuk pada 
tanggung jawab para rasul dalam menyampaikan risalah mereka di satu pihak dan 
adanya perlindungan Tuhan bagi mereka di pihak lain. Ayat di atas mengatakan, 
Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa di belakang 
mereka… 
Allah swt mengetahui perkara mereka di masa depan dan di masa lalu, 
yang mereka simpan di belakang mereka. Selanjutnya, ayat di atas mengatakan, 
…Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. 
Kenyataan ini telah dikemukakan agar manusia tahu bahwa para malaikat 
dan nabi-nabi Tuhan adalah juga hamba-hamba taat yang memiliki apa-apa selain 
                                                          
30Qs. Fathir: 1. 
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apa yang telah dianugerahkan Allah swt kepada mereka. Juga, bahwa mereka 
tidak bolah dianggap sebagai tuhan-tuhan dan objek-objek sesembahan di 
samping Allah swt. 
Oleh karena itu, ayat di atas yang mengatakan, Dia mengetahui apa yang 
ada di depan mereka…, sesungguhnya merupakan isyarat terhadap kewajiban dan 
tanggung jawab para rasul dan Tuhan dan bahwa perbuatan-perbuatan mereka 
akan di awasi oleh Allah swt. Ini sama dengan apa yang dikatakan dalam surah al-
Jinn (72) ayat 27 dan 28. Kedua ayat ini mengatakan, Kecuali yang diridhaiNya, 
sebab sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di 
belakangnya. Supaya Dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah 
menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka dan Dia meliputi apa yang ada 
pada mereka. 
Akan tetapi, jelas bahwa yang dimaksud frase al Qur‟an, ma baina 
aydihim adalah kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan bagaimanapun 
juga, pengetahuan Allah tidaklah bertambah atau berkurang. Dia mengetahui 
semua makhluk dan perbuatan-perbuatannya, baik yang bersifat lahiriah maupun 
batiniah. Dalam hal ini, al Qur‟an suci mengatakan, Yang mengetahui yang gaib. 
Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang 
tersembunyi dariNya sebesar zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi, 
dan tidak ada yang lebih kecil dari ataupun yang lebih besar, melainkan hal itu 
tercatat dalam kitab yang terang.31 
Tentu saja kesadaran akan pengetahuan Allah yang luas ini akan 
menghasilkan efek pendidikan yang luar biasa dalam diri manusia. Ia akan 
memperingatinya bahwa siapapun dirinya, apapun pangkat dan derajatnya, Allah 
mengetahuinya dan Dia juga mengetahui keyakinan yang ada dalam benak kita 
                                                          
31QS. Saba: 3. 
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serta niat-niat yang ada dalam hati kita, serta perilaku yang kita jalankan. Semua 
ini adalah nyata dalam pengetahuanNya yang tak terbatas. Sudah barang tentu, 
memperhatikan kenyataan ini akan sangat efektif dalam proses pendidikan 
manusia. Ini semua merupakan pelajaran-pelajaran yang membuat manusia siap 
mencapai tujuan penciptaan dan hukum perkembangannya. 
Dengan penjelasan diatas, tentang masyarakat hukum adat dan hak-haknya 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan menandakan bahwa eksistensi 
masyarakat hukum adat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 
legal menurut hukum. eksistensi masyarakat hukum adat untuk hidup dalam corak 
budaya sendiri adalah merupakan kenyataan yang juga harus dihormati. 
Dalam sudut pandang Ketua DPRD Kabupaten Pangkep dengan hal ini H. 
Andi Ilham tidak adanya pembahasan secara detail terhadap budaya dan 
pemerintahan dalam periode 2016 – 2021 tidak ada yang di istimewakan dalam 
pelestarian kebudayaan yang berada di Kabupaten Pangkep.32 Meski pun 
pemerintah tidak terlalu memperhatikan kebudayaan Bissu di Kabupaten Pangkep, 
akan tetapi A. Ilham mengatakan Bissu dalam keberadaannya di Daerah 
Kabupaten Pangkep sebagai teradisi dalam daerah ini dan Bissu yang masih 
bertahan sampai saat ini, setiap tahunnya melakukan tradisi di Kecamatan Segeri 
yang disebut Mapalili33. 
a. Hak – Hak Kewarganegaraan 
Setelah amandemen34 UUD 1945 lebih banyak mengakui bentuk-bentuk 
HAM sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Perumusan hak asasi 
                                                          
32
 Ir. H. Andi Zaenuddin, ST, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, “wawancara” Kantor 
DPRD Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkaje‟ne – Pangkep, 10 Juli 2017. 
33Mapalili merupakan tradisi masyarakat yang berada di Kecamatan segeri setiap 
memulai tanam padi (cocok tanam). 
34Moh. Mahfud MD, Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara 
(Yogyakarta: UII Press, 1999) h. 96. 
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manusia dalam konstitusi dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 
1945 sebagai salah satu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD 
NRI 1945) yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perumusan hak asasi masusia berasal 
dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang 
kemudian isinya menjadi menteri UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 
Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang hak asasi 
manusia yang telah diadopsikan kedalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia 
itu berasal dari berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Setelah 
perubahan kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak asasi 
manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabungkan dengan berbagai ketentuan 
yang terdapat dalam undang-undang yang berkenan dengan hak asasi manusia, 
dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. 
Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable 
rights. 
Salah satu diantara 37 butir hak asasi manusia ialah Negara menjamin 
penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan 
perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa. 
b. Identitas Budaya 
                                  
                
Terjemahan: 
(13) Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
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takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
mengenal. Qs. Al-Hujurat ayat 13 
Al Qur‟an diturunkan ke muka bumi secara berangsur-angsur dalam masa 
22 tahun 2 bulan 22 hari, yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
dan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi saw.35 Suatu peristiwa yang karenanya 
Al-Qur‟an diturunkan untuk menerangkan status hukum pada saat terjadinya, baik 
itu berupa peristiwa ataupun pertanyaan, disebut asbabun nuzul.36 
Asbabun nuzul adalah sebab langsung maupun tidak langsung yang 
berkaitan terhadap turunnya ayat, bukan apa yang dikandung oleh ayat tersebut. 
Ada kalanya suatu ayat memiliki sebab turun berupa peristiwa tertentu dan 
adakalanya tidak memiliki sebab khusus berupa peristiwa tertentu. hal ini 
bukanlah hampatan untuk memahami al Qur‟an, karena ibrah (pelajaran) itu 
berada pada keumuman lafadz bukan pada kekhususan sebab.37 
Ada beberapa versi yang membahas tentang asbabun nuzul atau sebab 
turunnya Qs. Al-Hujuraat ayat 13, diantaranya adalah; pertama Ayat ini 
diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam 
kitab Al Maraasil: Amr bin Utsman dan Katsir bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Baqiyah bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dia berkata, “Rasulullah saw 
memerintahkan Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hindun dengan seorang 
perempuan dari kalangan mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah 
saw, (Haruskah) kami mengawinkan putri kami dengan budak kami?”Allah, Azza 
wa Jalla kemudian menurunkan ayat dengan artinya: “Hai manusia, 
                                                          
35A. Mudjab Mahali, Asbabun nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur‟an, Jakarta: Rajawali 
Pers, 1989, hlm. XI. 
36Manna‟ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur‟an, diterjemahkan dari Mabahis fi 
Ulumul Qur‟an, terj. Mudzakir AS., Bogor: Litera Antar Nusa, 2001, hlm. 110. 
37Nashir bin Sulaiman al-Umar, Tafsir surat al-hujurat; Manhaj Pembentukan 
Masyarakat Berakhlah Islam, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 10. 
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sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa” 
Kedua, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais 
bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada 
dirinya: “Anak si fulanah,”di mana Nabi kemudian bertanya: “Siapa yang 
menyebut Fulanah?” Tsabit menjawab, “Saya, wahai Rasulullah”. Nabi bersabda 
kepadanya, “Lihatlah wajah orang-orang itu”. Tsabit melihat (wajah mereka), 
lalu Rasulullah bertanya, “Apakah yang engkau lihat?” Tsabit menjawab,”Aku 
melihat yang putih, hitam dan merah.” Nabi bersabda,”Sesungguhnya engkau 
tidak dapat mengungguli mereka kecuali dengan ketakwaan”. Maka turunlah 
pada Tsabit ayat ini, sementara pada orang yang tidak memberikan tempat 
kepadanya turun ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan 
kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis”. (QS. Al-Mujaadalah:11) 
Ketiga, Ibnu Abbas berkata, “Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi 
saw memerintahkan Bilal naik ke atas Ka‟bah kemudian mengumandangkan 
adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al Ish berkata, ‟Segala puji bagi Allah yang telah 
mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini.” Al Harits bin Hisyam 
berkata, “Muhammad tidak menemukan mu‟adzin selain dari gagak hitam ini.” 
Suhail bin Amr berkata, “Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah 
sesuatu itu.” Abu Sufyan berkata, “Aku tidak akan mengatakan apapun, karena 
takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad)”. Malaikat Jibril 
kemudian datang kepada Nabi saw dan memberitahukan apa yang mereka katakan 
kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka 
katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini 
guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak 
harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. 
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Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut 
adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu 
karena ketakwaan.”38 
Sehingga kata   hamzah, nun dan sin. 
Bentuk lain dari kata al-nas adalah insan, unas, anasiy dan insiy. Menurut 
sebagian ulama al-nas dari kata unas (jinak) namun ketika dimasuki oleh partikel  
alif lm huruf hamzah yang ada di depannya dibuang. 
Dengan analisis etimologis dan morfologis dapat dipahami bahwa manusia 
adalah makhluk sosio-kultural, yakni makhluk yang memiliki sifat hidup 
bermasyarakat dan berkemampuan mengembangkan budaya. Dalam ayat lain 
ditegaskan bahwa manusia telah diciptakan Allah dalam kualitas sebaik-baiknya 
(Qs. At-Tin ayat 4) dan dalam (Qs. Az- Zariyat ayat 56) manusia telah diberi 
amanah yang akan dipertanggung-jawabkan. 
Dalam pembahasan tentang identitas budaya seringkali dipersamakan 
dengan istilah identitas sosial. Identitas sosial terbentuk dari struktur sosial yang 
dibentuk dalam sebuah masyarakat. Sedangkan identitas budaya terbentuk melalui 
struktur kebudayaan suatu masyarakat. Dengan kata lain struktur budaya adalah 
pola-pola persepsi, berpikir dan perasaan, sedangkan struktur sosial adalah pola-
pola perilaku sosial.39 
Secara etimologi, budaya terdiri dari serangkaian kata yang berarti budhi 
dan daya. Budhi yang berarti akal murni, dan daya yang berarti usaha. Dalam 
bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin yaitu 
Colere. Kata culture juga terkadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa 
                                                          
38Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi [17], diterjemahkan dari Al Jami‟ li 
Ahkaam Al Qur‟an, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 101-102. 
39http://id.pdf.org/wiki/manusia-dan-kebudayaan 
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Indonesia. Budaya juga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah,40 yang 
merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal 
yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. 
Sedangkan dalam pemaknaan secara terminologinya, budaya adalah suatu 
pola hidup menyeluruh. Yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Budaya juga 
dapat dikatakan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 
oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan 
budaya berlangsung melalui suatu transmisi sosial yang disebut “proses belajar 
mengajar”. Sedangkan perawatannya melalui proses penciptaan yang dapat 
berasal dari interaksi sosial berupa komunikasi. 
Demikian luasnya pemaknaan budaya mempengaruhi orientasi nilai 
budaya dalam masyarakat. Disamping mempunyai hal-hal positif dalam 
karakteristiknya juga mempunyai segi-segi negatif apabila mempunyai penekanan 
yang terlalu. Salah satu budaya yang bertahan di daerah Kabupaten Pangkep ialah 
Komunitas Bissu yang tinggal di Bontomatene Kecamatan Segeri. Komunitas 
tersebut mempunyai adat yang kemungkinan besar dapat dinilai negatif oleh 
kebanyakan masyarakat Kabupaten Pangkep. 
Secara penampilan Bissu berpenampilan layaknya perempuan, sehingga 
paradigma masyarakat melihatnya sebagai calabai. Maka bertolak belakang 
dengan laki-laki pada umumnya. Sebab adat seperti demikian  tidak akan dapat 
diterima oleh sebagian besar masyarakat sekitarnya. 
Ketika sebuah kelompok mempunyai simbol-simbol serta norma-norma 
untuk diwariskan secara turun temurun, maka kelompok tersebut dapat dikatakan 
telah memiliki identitas budaya. Secara realnya, identitas budaya sangat 
                                                          
40J.W.M. Bakker SJ. Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Kanisius, 
1984), h. 31. 
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berpengaruh terhadap perkembangan komunikasi antar budaya. Baik berdasarkan 
adat, strata, serta kepercayaan antara yang satu dengan yang lain. 
Ada beberapa komponen yang dapat membangun adanya identitas budaya. 
Diantaranya: 
1. Pembelajaran serta penerimaan tradisi berdasarkan Pandangan hidup, 
kosmologi, dan ontologi dari kepercayaan, sikap dan nilai yang 
diajarkan, 
2. Adanya pembelajaran serta penerimaan norma-norma yang 
menunjukkan standar dan aturan perilaku yang berlaku dilingkungan 
masyarakat, dan 
3. Penerimaan tentang adanya konsep waktu dulu dan sekarang yang 
kemungkinan berbeda jauh. 
Pentingnya identitas dapat membantu masyarakat luas untuk dapat 
mengenal individu atau kelompok baik dari segi budaya, agama, ataupun politik 
dan berbagai aspek kehidupan yang lain. Identitas juga dapat memandu seseorang 
dalam memilah perjalanan dari tujuan hidupnya, misalnya seseorang yang ingin 
masuk di sebuah komunitas, maka orang tersebut harus mengenal identitas 
komunitas itu, dengan demikian maka untuk selanjutnya apabila sudah mengenal 
dan mengerti tentang karakteristik komunitas tersebut dia bisa akan tetap masuk 
apabila komunitas tersebut positif, sebaliknya akan meninggalkan apabila 
komunitas tersebut negatif. 
c. Hak-hak Masyarakat Lokal 
Hak-hak adat sejak dahulu merupakan suatu keniscayaan sosial. Hak-hak 
adat tidak tumbuh dan berkembang dengan idealisme politik yang utopis. Ronald 
Z. Titahelu41 menyatakan bahwa keberadaan hak-hak adat telah eksis sejak 
                                                          
41Prof. Ronald Z. Titahelu, seorang pakar masyarakat hukum adat dari Universitas 
Patimura. 
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ratusan tahun silam. Kenyataan ini ditandai dengan adanya berbagai kelompok 
manusia dengan adanya berbagai kelompok manusia dengan tatanan kehidupan 
dalam sebuah batas wilayah tertentu. Pergaulan mereka selalu didasarkan pada 
filosofi hidup yang sudah mereka sepakati bersama. Umumnya ditandai dengan 
semangat kebersamaan dan kekeluargaan.42 
Banyak istilah yang dikenal berkenan dengan masyarakat adat, seperti 
masyarakat terasing, masyarakat pedalaman, masyarakat tradisional, masyarakat 
suku terkebelakang dan beberapa istilah lainnya. 
Namun demikian guna memberikan persepsi yang sama maka masyarakat 
adat yang dimaksud adalah masyarakat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan 
yang memiliki wilayah tempat tinggal, mempunyai pimpinan, harta kekayaan, 
serta kebersamaan hidup antara sesama masyarakat pada umumnya, atau 
masyarakat mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama (geneologische 
faktor) yang dapat disebut sebagai persekutuan hukum geneologis. 
Konsep di atas merupakan deskripsi dari kehidupan masyarakat adat. 
Adanya kumpulan atau kelompok dari masyarakat merupakan identitas yang 
menggambarkan bahwa kehidupan mereka penuh dengan kebersamaan dan 
kesatuan. 
Berbagai sisi pergaulan hidup masyarakat adat telah melahirkan berbagai 
kebiasaan yang menggambarkan pada dua dimensi, yaitu kebiasaan yang 
berdimensi pada nilai seni dan tradisi serta kebiasaan yang berdimensi nilai 
hukum yang biasa disebut hukum adat. Kedua dimensi tersebut dalam banyak hal 
berbaur jadi satu pada sebuah keadaan seperti pesta rakyat, aneka budaya dan 
sebagainya. Di sisi lain juga dapat berdiri sendiri. Tergantung pada situasi konkrit, 
                                                          
42Ronald Z. Titahelu, Masyarakat Adat dan Pembangunan, Menuju Keutuhan Makna 
Pembangunan Bagi Manusia dan Masyarakat Adat, Makalah Seminar (Pekanbaru, Oktober 1998), 
h. 6. 
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seperti kelembagaan hukum perkawinan, kelembagaan hukum pertanahan dan 
sebagainya. Kebiasaan di atas jika dilihat dari persfektif ketatanegaraan ternyata 
“sarat” dengan hak-hak dalam berbagai persfektif politik hukum pemerintah 
cenderung disebut dengan hak konstitusional. Hak-hak ini dinilai oleh para 
pemuka adat dan pakar banyak terabaikan bahkan tidak diakui sama sekali. 
Sedangkan disisi lain masyarakat tetap menjadi hak-hak ini sebagai hubungan 
yang sakral antara sesama anggota masyarakat lokal dengan masyarakat umum. 
Secara objektif keadaan ini bisa diterima karena hak konstitusional 
masyarakat adat ini belum secara keseluruhan teridentifikasi dan terkonsepsi 
dalam tatanan kenegaraan. Sedangkan dalam tatanan kemasyarakatan adat (lokal) 
keadaan ini merupakan sebuah keadaan yang diyakini dan diakui secara turun 
menurun serta masyarakat adat telah menerimanya secara wajar. 
Biasanya identifikasi hak-hak adat terkelompok dalam tiga aktifitas 
kegiatan adat, diantaranya utusan tentang tanah, penyelenggaraan tata tertib sosial 
dan tata tertib hukum supaya kehidupan dalam masyarakat desa berjalan 
sebagaimana mestinya. Sehingga mencegah adanya pelanggaran hukum dan usaha 
yang tergolong dalam penyelenggaraan hukum untuk mengendalikan tata tertib 
dan tata tertib hukum serta kesejahteraan menurut ukuran-ukuran yang bersumber 
pada pandangan yang religio-magis (represif).43 
Permasalahan saat ini adalah, apakah masyarakat hukum adat yang secara 
normatif maupun empirik diberikan ruang untuk mempetahankan apa yang 
menjadi hak-haknya atas sumber daya alam dan hak-hak tradisional lainnya, dan 
lebih dari sekedar mempertahankan hak-haknya itu, apakah masyarakat hukum 
adat dapat menggunakan hak-haknya itu. Hal ini menjadi penting untuk 
dikemukakan karena dari berbagai pengalaman dapat dilihat bahwa masyarakat 
                                                          
43Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1988) 
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hukum adat, maupun individu yang ada di dalamnya sebagai suatu realitas 
seringkali diabaikan dan dipinggirkan. Agar masyarakat hukum adat dapat 
mempertahankan dan menggunakan hak atas sumber daya alamnya dengan baik, 
maka Pemerintah (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota) harus memberikan 
perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan sehingga mereka dapat 
menyusun program dan kegiatan yang menghasilkan sesuatu secara luas, 
melampaui cara hidup subsisten. 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa setidaknya ada 
sejumlah hak yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat,yakni adanya 
hak millik baik individu (hak milik) maupun kolektif (hak ulayat, hak petuanan) 
atas tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk air, sungai, hutan, hewan, laut 
dan pesisir dan sebagainya. Agar kesatuan masyarakat hukum adat secara individu 
ataupun secara keseluruhan dapat berperan dalam mempertahankan dan 
menggunakan hak-haknya atas sumber daya alam untuk menghasilkan sesuatu 
yang lebih baik, maka hak untuk hidup sehat agar dapat bekerja, hak untuk 
memiliki lingkungan yang mampu menghasilkan kebutuan hidup, hak untuk 
menentukan dapat tidaknya pihak lain (investor) melakukan pengelolaan sumber 
daya alam di dalam wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adat dengan 
“persetujuan awal tanpa paksaan”(free and prior informed cosent), harus 
diberikan juga kepada mereka. 
Dengan pengakuan, penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta 
hak-haknya atas sumber daya alam bukan hanya sekedar retorika belaka tetapi 
benar-benar dapat diwujudkan untuk tujuan kesejahteraan. Untuk itu dalam 
rangka mewujudkan tata pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang baik 
(good environment governance) serta mengakhiri praktik-praktik pengelolaan 
sumber daya alam yang bercorak ekploitatis, sentralistik, sektoral, dan represif, 
63 
 
maka Pemerintah dalam pembentukan undang-undang sumber daya alam perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Nurjaya (2008) 
antara lain sebagai berikut: 
1. Mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam 
pengelolaan sumber  daya alam. 
2. Menggunakan paradigm pengelolaan suber daya alam yang berbasis 
masyarakat (community-based resource managemen). 
3. Menyediakan ruang bagi transparansi dan partisipasi public yang sejati 
(genuine public participation) sebgai wujud demokratis dalam 
pengelolaan sumber daya alam. 
4. Memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 
(HAM), terutama akses dan hak-hak masyarakat adat/lokal atas 
penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. 
5. Menyerahkan wewenang pengelaan sumber daya alam kepada daerah 
berdasarkan prinsip desentralisasi (decentralization principle). 
6. Mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan 
sumber daya alam kepada public (public accountability). 
Pengakuan konstitusi kita terhadap keberadaan kelompok masyarakat yang 
memakai hukum adat dalam kehidupannya merupakan sesuatu yang baru, karena 
selama kurun waktu lebih setengah abad, minimal masa diberlakukan UUD 1945 
periode pertama (18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949) pasca kemerdekaan 
dan kedua sebelum perubahan kedua konstitusi (5 Juli 1959 s/d 18 Agustus 2000) 
hampir dilupakan. Keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat sendiri 
belum mendapat tempat yang semestinya, karena alam pemikiran kita dimonopoli 
dengan pendekatan hukum positivis dan legalistik. 
Keberadaan masyarakat hukum adat tidak saja telah mendapatkan 
perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B 
ayat (2), melainkan perlindungannya lebih kuat lagi karena dipertegas dalam Pasal 
28I tentang HAM. Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat 
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otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara 
jelas “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
diatur dalam Undang-Undang”. 
d. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat 
Eksistensi masyarakat hukum adat dapat diuraikan menurut aspek teoritis 
dan aspek yuridis. 
1. Aspek Teoritis 
Ter Haar (1981), mendiskripsikan persekutuan-persekutuan hukum atau 
untuk mudahnya disebut saja masyarakat hukum adat yaitu: “…… gerombolan-
gerombolan yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, dan 
mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud”. 
Hazairin (dalam Soerjono Soekanto, 1981), menyebutkan bahwa 
masyarakat hukum adat adalah seperti Desa di jawa, marga di sumatera, Selatan 
Nagaridi Minangkabau Kuria diTapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah 
kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk 
sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesataun penguasa 
dan kesatuan lingkungan hidup berdasar hak bersama atas tanah dan air bagi 
semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, dan 
bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahanya. Semua anggotanya sama dalam 
hak dan kewajibannya. 
Ada 4 (empat) faktor untuk memastikan adanya masyarakat hukum adat 
yaitu: 
1) Adanya satu kesatuan manusia yang teratur, 
2) Menetap di suatu daerah tertentu, 
3) Mempunyai penguasa, dan 
4) Mempunyai kekayaan berwujud dan tidak berwujud, dimana para 
anggota kesatuan  masing-masing mengalami kehidupan dalam 
masyarakat sebagai hal yang sewajarnya  menurut kodrat alam, dan 
tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau 
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kecederungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu, 
atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk 
selama-lamanya. 
Ciri-ciri dan model sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin di atas sudah 
sejak lama dikenal di Kabupaten Pangkep dengan ukuran dan nama yang 
beragam. Kesatuan masyarakat hukum adat ini dari dahulu eksistensinya sangat 
berpengaruh dalam berbagai aspek, baik pemerintahan, ekonomi, pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya alam. 
 R.Z Titahelu (2003), menyatakan diperlukan konsep yang jelas mengenai 
masyarakat hukum adat, menurutnya secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih menggunakan hukum adat 
di dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak saja di dalam lapangan keagamaan, 
akan tetapi juga di dalam lapangan pemerintahan, sosial, ekonomi maupun 
budaya. 
 Lebih lanjut dikemukakan oleh Titahelu,ada tiga kriteria untuk dapat 
membantu menetapkan ada tidaknya masyarakat hukum adat yaitu sebagai 
berikut: 
1. Adanya sebuah masyarakat yang langsung menyebut dirinya sebagai 
masyarakat adat, 
2. Adanya susunan khas dan turun temurun dalam lingkup sosial maupun 
pemerintahan masyarakat, dan 
3. Adanya wewenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan 
(umumnya sangat berpengaruh), maupun dalam penyelenggaraan di 
bidang sosial, politik, budaya maupun ekonomi masyarakat secara 
keseluruhan di atas wilayah tertentu yang cukup luas bukan sekedar 
suatu wilayah pemukiman dan sumber kehidupan seadanya. 
Dengan demikian, adanya masyarakat tertentu dengan wilayah petuanan 
(ulayat) dimana mereka menjalani kehidupan di bidang politik, sosial, ekonomi 
maupun budaya secara teratur dan menjadi satu kesatuan dengan dirinya, 
merupakan tanda adanya masyarakat hukum adat. 
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2. Aspek Yuridis 
Secara yuridis formal pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat serta 
hak-haknya di Indonesia diakui. Disadari pengakuan keberadaan masyarakat 
hukum adat itu sangat beragam dari sektor satu dengan sektor lainnya. Demikian 
pula bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh daerah-daerah 
juga berbeda-beda. 
Untuk pertama kalinya , Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Hukum Agraria (UUPA), telah 
memuat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini berdasarkan 
hukum adat (Pasal 5) , dan mengakui salah satu aspek hak masyarakat adat yang 
terpenting terkait dengan ruang hidupnya sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 3, yakni apa yang disebut sebagai hak ulayat. Pasal 3: “Dengan mengingat 
ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang 
serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataanya masih ada harus 
sedemikian rupa sehingga sesuai denga kepentingan nasional dan negara yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan yang lebih tinggi”. Dengan ketentuan tersebut jelaslah 
bahwa hak ulayat memang diakui, tetapi dengan pembatasan tertentu mengenai 
eksistensinya yakni bila sepanjang kenyataannya masih ada, dan pelaksanaannya 
harus memenuhi syarat-syarat limitatif. 
UUPA sendiri tidak menjelaskan tentang hak ulayat itu, kecuali 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah beschikkingsrecht 
sebagaimana dipahami dalam kepustakaan hukum adat. suatu beschikkingsrecht 
meliputi berbagai kewenangan seperti mengambil hasil-hasil alam dari hutan atau 
air, berburu hewan-hewan liar, mengambil dan memiliki pohon-pohon tertentu 
dalam hutan, dan membuka tanah dalam hutan dengan seizin kepala masyarakat 
hukum adat (lihat Ter Haar). 
Terkait tentang komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep, dalam sudut 
pandang Drs. Ahmad Jamaan, M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kab.Pangkep sejak Mei 2014-Sekarang, mengatakan bahwa Bissu 
sebagai aset budaya dan nilai tradisi yang wajib untuk dijaga sebagai kekayaan 
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budaya daerah Kabupaten Pangkep. Bissu pada masa silam sebagai pengawal 
tradisi, sehingga penting untuk menjaga dan melestarikan pembangunan budaya 
dalam masyarakat Bugis ataupun masyarakat umumnya.44 
 
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Komunitas Bissu 
a. Kondisi Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Bontomatene Kec. Segeri Kab. Pangkep 
dengan kondisi objek penelitian sebagai berikut: 
1. Letak Geografis 
Desa Bontomatene Kecamatan Segeri yang jaraknya sekitar 70 km 
arah utara kota Makassar. Untuk mencapainya, dapat ditempuh dengan 
melalui jalur trans-Sulawesi yaitu jalan darat dari Makassar ke Manado 
yang bisa ditempuh selama 90 menit melalui jalur Makassar – Manado 
dan kurang lebih 300 meter dari jalan raya rumah Arajang Bissu. Luas 
wilayah Kecamatan Segeri 78.28 km2. Dari 6 Desa/Kelurahan yang 
ada di Kecamatan Segeri terdiri dari 2 Desa dan 4 Kelurahan dan yang 
merupakan daerah pantai ada 3 desa/kelurahan dan 3 lainnya bukan 
pantai dengan batas-batas administrasi sebagai berikut: Sebelah utara 
berbatasan dengan Kecamatan Mandalle sebelah selatan berbatasan 
dengan Kecamatan Ma‟rang sebelah barat berbatasan dengan Selat 
Makassar sebeah timur berbatasan dengan Kabupaten Barru. 
2. Kondisi Sosial Pendidikan 
Dalam masalah pendidikan, sebagian besar penduduk desa 
bontomatene hanya berpendidikan tingkat sekolah dasar bahkan ada 
yang tidak tamat sekolah dasar. Memang ada sebagian kecil yang 
memperoleh pendidikan sampai SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. 
Data Pendidikan Desa Bontomatene 
No. Tingkat Pendidikan Alamat 
1. SD Negeri 1 Segeri Jl. Andi Page 
                                                          
44
 Drs. Ahmad Jamaan, M.Si, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten 
Pangkep, “wawancara” Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep, Kecamatan 
Pangkaje‟ne – Pangkep, 12 Juli 2017. 
68 
 
2. SD Negeri 26 Mangkaca Jl. Mangkaca 
3. SD Negeri 34 Citta Jl. Citta 
4. SD Negeri 39 Gusung Jl. Gusung 
5. SD Negeri 9 Mangkaca Jl. Datuk Citta Bontomatene 
6. SMP Negeri 1 Segeri Jl. Andi Page 65 
Secara umum kondisi masyarakat Desa Bontomatene sudah banyak 
mengalami perkembangan mulai dari pola kebiasaan yang sedikit 
modern dan semakin agamais dari zaman dahulu. Akan tetapi sebagian 
besar dari mereka, masih banyak yang memegang dan 
mempertahankan kepercayaan tradisional yang berasal dari nenek 
moyangnya. 
b. Upacara Adat Bissu 
Serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu 
berdasarkan adat istiadat, agama dan kepercayaan. Jenis upacara dalam komunitas 
Bissu, sebagai berikut: 
1. Mapalili 
Asap kemenyan mengepul, memenuhi beranda rumah panggung. 
Aneka jenis hasil bumi ditata mengitari benda pusaka yang tertutup 
daun pisang dan buah-buahan. Tumpukan padi diletakkan di sebelah 
benda pusaka. 
Sejumlah orang duduk bersila, membentuk setengah lingkaran. 
Makanan aneka rupa tersaji di hadapan mereka. Makanan sebagian 
terbuat dari ketan hitam dan putih. Beberapa di antaranya diletakkan 
telur rebus di atasnya. 
Doa-doa dilafalkan. Doa berisi harapan agar hasil panen melimpah, 
mencukupi kebutuhan penduduk. Doa berakhir, sajian yang dihidang 
disantap bersama. 
Doa-doa itu dipanjatkan dalam upacara adat mappalili, ritual yang 
menandai dimulainya musim tanam di Segeri, Kabupaten Pangkejene 
Kepulauan, Sulawesi Selatan. Upacara dipusatkan di Arajangnge, 
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rumah adat yang berbentuk rumah panggung di Desa Bontomatene. Di 
rumah adat ini disimpan arajang, pusaka yang dianggap bertuah. 
Digelar setahun sekali, mappalili kali ini dilangsungkan pada turun 
sawah (cocok tanam). Dimulai dari mattedu arajang membangunkan 
alat pembajak sawah peninggalan leluhur yang diyakini bertuah-pada 
hari pertama. Hari kedua arajang rilau mengarak pembajak sawah 
keliling kampung diiringi musik tradisional. Hari terakhir upacara 
majjori-memulai membajak sawah di tanah peninggalan kerajaan. 
Prosesi majjori diakhiri dengan siram-siraman sebagai bentuk suka 
cita. Upacara ritual mappalili selesai, penduduk siap-siap menanam 
padi di sawah. Konon, bila ada warga yang menaman sebelum 
mappalili, biasanya hasil panen tak memenuhi harapan. Padi yang 
ditanam puso sehingga gagal panen. 
2. Maggiri 
Mappalili dipimpin bissu--sebutan bagi laki-laki yang lebih 
mengaktualkan sisi feminitasnya. Bissu bisa diartikan suci karena tidak 
miliki payudara dan tidak mengalami menstruasi. Masyarakat setempat 
biasa menyebut calabai, bukan perempuan tapi berprilaku perempuan. 
Ada yang menyebut calabai berasal dari kata sala bai atau sala baine 
(baine: perempuan dalam bahasa Bugis) yang berarti bukan 
perempuan. 
Di tengah rehat usai berdoa, terdengar gendang ditabuh. Seorang 
bissu muncul dari balik kamar. Berdiam sejenak, Juleha, pemimpin 
bissu itu, kemudian menyalakan dupa. Ia duduk di sudut tumpukan 
benda pusaka yang tertutup. Saat bersamaan empat bissu lainnya ikut 
bergabung. 
Para bissu mengenakan pakaian adat berwarna cerah. Keris 
sepanjang kurang lebih 30 centimeter terselip di pinggang. Selembar 
kain dililitkan di kepala, dibentuk melingkar menjadi penutup rambut. 
Gendang terus ditabuh. Suara gendang berpadu dengan suara 
gesekan gelas yang diputar di tepian atas sebuah piring. Juleha larut 
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dalam doanya. Di hadapannya asap kemenyam kian mengepul. Tangan 
Juleha berayun di tengah kepulan asap. Asap berpencar memenuhi 
ruangan. 
Hening. Tak ada suara. Di tengah keheningan, para bissu mulai 
berjalan perlahan-lahan mengitari tumpukan arajang. Tangan mereka 
terus melambai, menari mengikuti irama gendang. 
Tak lama berselang, satu-satu bissu mencabut keris yang terselip di 
pinggang mereka. Semula benda pusaka itu ditancapkan di telapak 
tangan sendiri sambil berjalan. Keris diputar, tapi tak ada darah yang 
menetes. 
Para bissu terus beraksi. Mengitari tumpukan benda pusaka, 
mereka mempermainkan keris dengan beragam atraksi. Ada yang 
meletakkan ujung keris ke leher sambil terus diputar. Sesekali disertai 
lompatan membuat rumah panggung seakan bergoyang. Beberapa 
bissu tidur terlentang dengan keris tetap tertancap di leher. 
Kelima bissu terus menari sambil terus berjalan mengitari 
tumpukan benda pusaka. Para bissu itu seakan kesurupan, tak 
menghiraukan orang berjubel yang berada di sekitarnya. Seperti saat 
mengawali atraksi dengan menancapkan ujung keris di telapak tangan, 
hingga akhir tarian tak ada bissu yang terluka. 
Atraksi para bissu itu disebut maggiri. Selain mappalili, tarian 
bissu dengan menusuk-nusukkan benda tajam ke anggota tubuh kerap 
juga dipertunjukkan pada upacara adat lainnya. 
Seorang bissu menceritakan, benda tajam tak bisa menembus tubuh 
para bissu saat maggiri karena telah dimasuki arwah lelulur. Doa-doa 
ketika memulai ritual dimaksudkan untuk memanggil arwah leluhur. 
c. Persepsi masyarakat terhadap Komunitas Bissu 
Kekayaan budaya Indonesia merupakan salah satu aset penting bagi 
Indonesia. Dikatakan aset penting dalam masyarakat Indonesia dilihat dari nilai-
nilai dihasilkan yang mengukir identitas suatu bangsa itu sendiri. Kekayaan 
kebudayaan Indonesia dengan kekompleksitasannya terdapat pasang surut dalam 
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kebudayaan itu sendiri. Dalam kebudayaannya sendiri yang terkait dengan 
masyarakat yang mempengaruhi lahirnya kebudayaan. Dari pernyataan tersebut, 
masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat dalam pembentukkan kebudayaan 
mempunyai pergerakan dalam mendukung hubungan kedua hal tersebut. 
Pergerakan ini meliputi analisa pergeseran masyarakat dan kebudayaan, yakni 
proses belajar kebudayaan oleh warga masyarakat yang menyangkut hal 
internalisasi, sosialisasi, dan enkultrasi (dalam Koentjadiningrat, 2008:227). 
Pergeseran ini disebut dinamika masyarakat dan kebudayaan. Proses 
perkembangan dalam pergeseran tersebut mengalami perubahan secara bertahap 
maupun signifikan. Hal ini dinamakan evolusi kebudayaan. Selain itu, dari 
perspektif geografi yakni adanya fenomena penyebaran kebudayaan dari 
perpindahan masyarakat secara geografi baik skala kecil maupun besar 
menyebabkan adanya proses difusi. Dari perpindahan inilah adanya interaksi 
masyarakat pendatang dan masyarakat tetap yang menimbulkanproses 
pembelajaran kebudayaan menuju pengolahan secara akultrasi atau asimilasi. 
Proses inilah yang menimbulkan ada atau tidaknya pembaruan dalam kebudayaan 
secara utuh (invention) atau pengembangan kebudayaan (inovasi). 
Sehingga dalam sudut pandang Awaluddin sebagai masyarakat Segeri 
mengenai budaya yang terdapat di Bontomatene yakni komunitas Bissu, 
beranggapan bahwa Bissu dalam sudut pandang Islam dikategorikan musyrik 
dikarenakan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akan tetapi Bissu 
merupakan aset Budaya di Kabupaten Pangkep menurutnya harus dilestarikan. 
Awaluddin berharap bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam 
menjaga kelestarian budaya Bissu masih perlu ditingkatkan karena pemerintahan 
saat ini belum pernah mengunjungi komunitas Bissu selama masa jabatannya.45 
                                                          
45
 Awaluddin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Segeri, “wawancara” Segeri – Pangkep, 13 
Juli 2019. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pengelolaan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep sejauh ini masih 
kurang efektif dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan dalam 
upaya mempertahankan kelestarian nilai-nilai lokal komunitas Bissu. 
Dalam berbagai aspek bantuan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep 
masih belum dapat dikategorikan pernah membantu komunitas Bissu 
seperti bantuan perbaikan pagar (benteng) di Arajang Bissu yang kian 
rubuh. Dalam masalah diatas, meski Bissu sebagai budaya daerah 
Kabupaten Pangkep yang diatur dalam UUD dan UU sebagaimana 
pemerintah daerah di berikan tanggung jawab dalam melaksanakan 
pelestarian budaya di daerahnya. Akan tetapi hal tersebut, masih kurang 
dalam landasan melestarikan budaya dikarenakan tidak adanya peraturan 
yang membahas secara detail tentang menjaga dan melestarikan 
Komunitas Bissu secara khususnya di Kabupaten Pangkep. 
2. Dalam Qs Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang manusia diciptakan 
untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, 
sehingga menciptakan makhluk sosiokultural religius. Sehingga konsep 
ketatanegaraan yang menjalankan hukum positif dalam melestarikan 
kebudayaan yang terdapat didaerah menciptakan pemahaman terhadap 
masyarakat untuk mengelola dan menjaga keutuhan budaya daerahnya. 
Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
landasan hukum tersebut sebagai bentuk perlindungan budaya yang berada 
di Republik Indonesia. 
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3. Masyarakat memahami tentang budaya sebagai aset masyarakat lokal yang 
dijaga dan dilestarikan sehingga budaya Bissu dapat dipertahankan di 
daerah Kabupaten Pangkep. Dan masyarakat berharap bahwa peran 
pemerintah perlu ditingkatkan dalam proses pelestarian budaya bissu di 
Kabupaten Pangkep. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Adapun saran-saran penyusun, yaitu: 
1. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pangkep dapat membuat 
Peraturan Daerah tentang komunitas Bissu sehingga Bissu di Kabupaten 
Pangkep dapat bertahan dalam arus modernisasi. 
2. Ketegasan pemangku Bissu sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian 
tradisinya. Selain itu transformasi ilmu dan pengetahuan mengenai adat 
kepada generasi muda perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif 
dalam usaha menjaga keutuhan tradisi Bissu. Pemerintah Daerah juga 
harus mendorong kesadaran pemangku adat Bissu agar terus menjaga 
kearifan lokalnya dan bersama-sama menahan arus modernisasi kedalam 
daerah Kabupaten Pangkep. 
3. Meningkatkan kembali kepedulian masyarakat Kabupaten Pangkep dapat 
turut serta dalam menjaga dan melestarikan komunitas Bissu di 
Kecamatan Segeri, seperti mengundang Bissu melakukan tradisinya ketika 
musim cocok tanam telah tiba dan tradisi Bissu lainnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat 
baik berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh 
data teruji validitas dan relibialitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara 
dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara 
sebagai berikut: 
A. Pertanyaan untuk Bapak Bupati Kabupaten Pangkep, yaitu: 
1. Berapa sering bapak mengundang dan mendatangi masyarakat Adat 
Bissu kabupaten Pangkep? 
2. Bagaimana pandangan bapak, melihat masyarakat Adat Bissu di 
Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri yang semakin terdegradasi? 
3. Menurut bapak apa penyebab masyarakat Adat Bissu yang semakin 
terdegradasi di Kabupaten Pangkep? 
4. Bagaimana Tindakan bapak untuk melestarikan masyarakat Adat Bissu 
di Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri yang semakin 
terdegradasi? 
5. Dalam upaya memelihara dan menjaga Lembaga Adat Bissu, apakah 
Bapak selaku Bupati Kabupaten Pangkep telah mengasahkan Peraturan 
Daerah atau Peraturan Desa terhadap Lembaga Adat Bissu? 
B. Pertanyaan untuk Ketua DPRD Kabupaten Pangkep, yaitu: 
1. Berapa sering bapak mengundang dan mendatangi masyarakat Adat 
Bissu kabupaten Pangkep? 
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2. Bagaimana pandangan bapak melihat masyarakat Adat Bissu di 
Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri yang semakin terdegradasi? 
3. Bagaimana pandangan bapak melihat peran pemerintah terhadap 
memelihara masyarakat Adat Bissu? 
4. Apakah peran pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 terhadap masyarakat Adat Bissu? 
5. Dalam upaya memelihara dan menjaga Lembaga Adat Bissu, apakah 
anggota DPRD Kabupaten Pangkep telah mengusulkan dan membuat 
Peraturan Daerah atau Peraturan Desa terhadap Lembaga Adat Bissu? 
C. Pertanyaan untuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Pangkep, yaitu: 
1. Berapa sering bapak mengundang dan mendatangi masyarakat Adat 
Bissu kabupaten Pangkep? 
2. Apa dinas Pariwisata dan Kebudayaan pernah melakukan kegiatan 
tentang komunitas Bissu? 
3. Bagaimana pandangan bapak, melihat masyarakat Adat Bissu di 
Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri yang semakin terdegradasi? 
4. Menurut bapak apa penyebab masyarakat Adat Bissu yang semakin 
terdegradasi di Kabupaten Pangkep? 
5. Bagaimana Tindakan bapak untuk melestarikan masyarakat Adat Bissu 
di Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri yang semakin 
terdegradasi? 
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D. Pertanyaan untuk Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, 
yaitu: 
1. Berapa sering bapak mengundang dan mendatangi masyarakat Adat 
Bissu kabupaten Pangkep? 
2. Apa dinas pendidikan pernah melakukan kegiatan tentang komunitas 
Bissu? 
3. Bagaimana pandangan bapak, melihat masyarakat Adat Bissu di 
Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri yang semakin 
terdegradasi? 
4. Menurut bapak apa penyebab masyarakat Adat Bissu yang semakin 
terdegradasi di Kabupaten Pangkep? 
5. Bagaimana Tindakan bapak untuk melestarikan masyarakat Adat 
Bissu di Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri yang semakin 
terdegradasi? 
E. Pertanyaan untuk Ketua Adat Masyarakat Bissu, yaitu: 
1. Bagaimana sejarah Bissu di Kampung Bontomatene Kecamatan Segeri? 
2. Kenapa Bissu pada saat ini semakin terdegradasi? 
3. Apa Bissu sering di undang dalam acara pemerintah Kabupaten 
Pangkep? 
4. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pangkep yang telah dirasakan 
masyarakat Adat Bissu? 
5. Dalam upaya memelihara dan menjaga Lembaga Adat Bissu, apakah 
bapak selaku ketua Adat Bissu sepakat jika pemerintah Kabupaten 
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Pangkep membuatkan Peraturan Daerah atau Peraturan Desa terhadap 
Lembaga Adat Bissu? 
F. Pertanyaan untuk masyarakat, yaitu: 
1. Apakah bapak/ibu mengentahui keberadaan masyarakat Adat Bissu di 
Kecamatan Segeri? 
2. Apa bapak/ibu mengetahui sejarah Bissu? 
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap masyarakat Adat Bissu? 
4. Menurut bapak/ibu, masyarakat Adat Bissu identik dengan 
berpenampilan faminim atau seperti perempuan dan ritual-ritual Bissu 
yang dilakukan. Bagaimana pandangan bapak/ibu sesuai dengan 
landasan Islam melihat persoalan tersebut? 
5. Dalam upaya memelihara dan menjaga Lembaga Adat Bissu, apakah 
bapak/ibu sepakat jika pemerintah Kabupaten Pangkep membuatkan 
Peraturan Daerah atau Peraturan Desa terhadap Lembaga Adat Bissu? 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Foto Bersama Bapak Bupati Kabupaten Pangkep 
(H. Syamsuddin A. Hamid, SE – Aula Kantor DPRD Kabupaten Pangkep, 
22 Mei 2017) 
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2. Foto Bersama Ketua DPRD Kabupaten Pangkep 
(Ir. H. Andi Zaenuddin, ST – Kantor DPRD Kabupaten Pangkep, 
10 Juli 2017) 
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3. Foto Bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Pangkep 
(Drs. Ahmad Jamaan, M.SI – Ruangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 
12 Juli 2017) 
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4. Foto Bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep 
(Muslimin Yusuf, S.Pd – Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, 
19 Juni 2017) 
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5. Masyarakat Kecamatan Segeri – Kabupaten Pangkep, (Awaluddin –  
Bawasalo – Kecamatan Segeri, 16 Juni 2017) 
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6. Matowa Bissu (Puang Pa’ja, 14 Juni 2017) 
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7. Bissu dalam berpakaian tradisi 
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8. Arajang Bissu (Bontomatene, Kecamatan Segeri – Kabupaten Pangkep, 12 
Juli 2017) 
 
 
(Depan Arajang) 
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(Di dalam Arajang) 
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(Alat-alat Bissu) 
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(Foto Matowa ke – 2 Bissu) 
 
 
(Pagar Rumah Arajang Bissu dalam kondisi berlubang) 
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